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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Surya Yudhakencana berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip
Tata Kelola secara bertahap demi meningkatkan kualitas perusahaan yang dinilai akan sangat
bermanfaat bagi kelangsungan usaha BPR ke depan melihat semakin ketatnya persaingan
pada sektor perbankan mikro. Di tahun 2018 pelaksanaan Tata Kelola BPR semakin baik
dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di semua aspek secara menyeluruh dan
bertahap, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/P0OJK.03/2015.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan
keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kemampuan dan komitmen dari
seluruh karyawan dan pengurus PT BPR Surya Yudhakencana dalam melakukan penerapan
terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola secara berkesinambungan dan konsisten, kami yakin
tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk
mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan.
Hal ini selaras dengan usaha BPR untuk terus memperluas jaringan pelayanannya kepada
para stakeholder dan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan produk dan jasa
perbankan di seluruh Jawa Tengah, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis serta
peningkatan manfaat bagi masyarakat luas.

Pada tahun 2018, BPR telah menyempurnakan struktur organisasi Tata Kelola dan
mulai membenahi sistem kerja dan sistem administrasi dengan penyempurnaan kebijakan,
ketentuan dan pedoman-pedoman kerja intern. Selain itu penerapan Tata Kelola juga mulai
dilakukan dengan penguatan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci
keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola, yang kemudian diikuti dengan implementasi kode
etik, peraturan operasional, kekaryawanan maupun aktivitas pengawasan internal.

Sesuai pemaparan tersebut diatas, kedepan diharapkan agar seluruh jajaran
pengurus dan karyawan serta pemangku kepentingan BPR dalam melakukan aktivitasnya
senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi: transparency
(keterbukaan), accountability  (akuntabilitas), responsibility  (pertanggungjawaban),
independency (independensi) dan fairness (keadilan).
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TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
I. URAIAN DIREKSI

Direksi adalah organ BPR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen
dan pengelolaannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan, serta
Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar BPR.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97:

Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan
perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BSY sesuai dengan prinsip
kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan sesuai dengan
Anggaran Dasar dan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Seluruh pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham
melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satu pun anggota Direksi yang
memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan
fungsi Direksi. Dalam hal kebijakan BSY yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan
kepada karyawan melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh
Direksi sendiri maupun melalui surat keputusan, surat edaran, surat pemberitahuan maupun
sarana komunikasi internal lainnya.
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Secara umum pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Jabatan Bidang Tugas

Direktur Utama

Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan
dan strategi, serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan.

Direktur Umum

Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan
dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang
operasional, pembukuan, treasury, teknologi informasi, umum, dan
dana.

Direktur Kredit

Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan
dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang kredit.

Direktur Yang
Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Memimpin, merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi
dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai
regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membawahi Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko,
Marketing Communication and Training Center, serta Divisi HRD.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi BSY terdiri dari 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut.

Nama ‘ Jabatan

No
1 Sugeng Riyanto Direktur Utama
2 Sri Wahyu Utami Direktur Umum

3 Wahyu Rukmono

Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

4 Achmad Supriyono Direktur Kredit
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Profil Direksi
1. SUGENG RIYANTO - Direktur Utama

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 8 Oktober 1974
Usia : 44 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili
Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Jendral
Soedirman Purwokerto tahun 2012.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak Agustus 2015 untuk periode jabatan 2015-2020,
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Wilayah | (2010-2015), Wakil Kepala Divisi Kredit
(2006-2010), Kepala Cabang Karangkobar (2002-2006), Kepala Cabang Utama (2000-
2002), Wakil Kepala Cabang Mandiraja (1999-2000), Kepala Seksi (1997-1999), Staf
Marketing (1995-1997). Meniti karir di BSY sejak tahun 1995.

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No. 70 tanggal 7 Juli 2015, masa jabatan berlaku hingga 7 Juli 2020.
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2. SRI WAHYU UTAMI - Direktur Umum

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Februari 1965
Usia : 53 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili
Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Sekolah Tinggi llimu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya tahun 1989 dan lulus
pendidikan profesi akuntan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada tahun
2007.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur Umum sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat untuk periode
jabatan 2014-2019, sebelumnya menjabat sebagai Direktur (1999-2009) dan Direktur
Utama (1992-1999).

Bergabung di BSY sejak tahun 1992, sebelumnya pernah bekerja di PT BPR Artha
Senapati Bangil Pasuruan Jawa Timur (1990-1992), Applied Computer Management
Indonesia (1990), Auditor di Kantor Akuntan Publik Subandi Surabaya (1989-1990), staf
pengajar SMP PGRI 32 Surabaya (1988-1989).

Saat ini juga menjabat sebagai Bendahara Perbarindo DPK Banyumas, sebelumnya
pernah menjabat sebagai Bendahara di DPD Perbarindo Jawa Tengah.

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No. 46 tanggal 9 November 2014, masa jabatan berlaku hingga 9
November 2019.
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3. WAHYU RUKMONO - Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya 31 Maret 1967
Usia : 51 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa Surabaya tahun 1997.
Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sejak Februari 2018
untuk masa jabatan 2018-2023.

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang Purbalingga,
Cabang Bobotsari, Cabang Rembang, Cabang Karangreja (2015-2018), sebagai Kepala
Wilayah V yang membawahi Cabang Purwokerto dan Cabang Cilacap (2013-2015),
sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang Purwokerto dan Cabang Cilacap
(April-September 2013), sebagai Kepala Wilayah VI yang membawahi Cabang
Purbalingga dan Cabang Purwokerto (2010-2013), sebagai Kepala Cabang Purwokerto
(2006-2010), sebagai Kepala Cabang Wanadadi (2003-2006), sebagai Kepala Cabang
Utama (Maret-September 2003), sebagai Wakil Kepala Bagian PKB (2002-2003),
sebagai Kepala Seksi PPKB (2001-2002), sebagai Staf Bagian Penagihan (1999-2001).

Sebelum bergabung dengan BSY di tahun 1999, pernah bekerja di PT. BPR Dau Anugrah
Malang sebagai Kolektor (1998) dan PT. Bina Swadya Surabaya sebagai Sales
Representatif (1998).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.175 tertanggal 20 Februari 2018, masa jabatan berlaku hingga 20
Februari 2023.
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4. ACHMAD SUPRIYONO - Direktur Kredit

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara 22 November 1978
Usia : 40 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto tahun 2004.
Pengalaman Bekerja

Berkarir di BSY sejak tahun 1999. Menjabat sebagai Direktur Kredit sejak November 2016
untuk masa jabatan 2016-2021. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit
(2016), Kepala Wilayah VI (2015-2016), Kepala Wilayah V (2013-2015), Kepala Divisi
Kredit Wilayah V (2013), Kepala Wilayah V (2012—-2013), Kepala Cabang Purwokerto
(2010-2012), Kepala Cabang Batur (2008-2010), Kepala Cabang Karangkobar (2006—
2008), Kepala Kas Pasar Besar (2006), Wakil Kepala Cabang Purbalingga (2005-2006),
Wakil Kepala Cabang Karangkobar (2004-2005), Kepala Seksi Kredit Cabang Karangkobar
(2003-2004), Kepala Seksi Kredit Cabang Utama (2003), Staf Marketing Cabang Utama
(1999 - 2003).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.587 tertanggal 29 September 2016 dan Akta Notaris No.49 tertanggal 3
November 2016, masa jabatan berlaku hingga 26 September 2021.
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Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2016.

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah:
Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Masa Jabatan Direksi

Rangkap Jabatan Direksi

Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Wewenang Direksi

Aspek Transparansi Direksi

Larangan bagi Direksi

Direktur Kepatuhan

B N o L kR W DN R

Gaji dan Tunjangan Direksi

=
o

. Orientasi dan Pelatihan Direksi

[y
=

. Etika Kerja Direksi

=
N

. Cuti dan Waktu Kerja Direksi

=
w

. Rapat Direksi

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi BSY tidak memiliki saham baik di BSY maupun di BPR dan/atau perusahaan
lain.
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Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota
Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan sesama anggota
Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham selama periode 2018 sebagai
berikut.

Hubungan Kepengurusan di

L TEETONEE T Perusahaan Lain

Sebagai Sebagai
Pemegang Dewan . .
. . Direksi Pemegang Dewan
Saham Komisaris

| | _ Saham  Komisaris

Sebagai
Direksi

Ya Tidak ‘ Ya ‘ Tidak ‘ Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Sugeng Riyanto - v - v - v - v - v - v
Sri Wahyu Utami \4 - \4 - \4 - - \4 - \4 - \4
Wahyu Rukmono - v - v v - - v - v - v
Achmad Supriyono | - ' - v - \' - \' - v - \'
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Il. URAIAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Pengawasan dan nasihat yang dimaksud dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan
maksud dan tujuan BPR yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Menurut UU Nomor 40 tahun 2007, Pasal 117:

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan
Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris
ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman dan Etika
Kerja antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya secara
independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun
kepentingan pihak manapun.

2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam
setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit
dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau
hasil pengawasan otoritas lain.
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6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak
ditemukannya:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.

b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPR Yang dimaksud dengan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha BPR adalah hal atau perkiraan keadaan yang
dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS,
dan/atau dicabut ijin usahanya.

7. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
a. Komite Audit
b. Komite Pemantau Risiko

8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh
Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

9. Dewan Komisaris wajib:
a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.

10. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat
bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi BPR pada setiap awal memangku jabatan
setelah pengangkatannya.

12. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BSY terdiri dari 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut.

No Nama ‘ Jabatan

1 Tenny Yanutriana Komisaris Utama

2 Emila Hayati Komisaris

3 Abdul Khoir Maradika Putra Komisaris Independen
4 Margono Komisaris Independen

Profil Dewan Komisaris

1. TENNY YANUTRIANA - Komisaris Utama

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 1981
Usia : 37 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili
Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik (FISIP) Universitas Indonesia tahun 2004.
Mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) di Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta pada tahun 2014 sebagai lulusan terbaik, dan menjalani satu semester
abroad di Fachhochschule Koln, Jerman. Tenny Yanutriana, MBA merupakan satu-satu
lulusan iLab Entrepreneur Institute yang berasal dari Indonesia, program tersebut
diselesaikannya di tahun 2015.

Pada tahun 1997, selama satu tahun beliau mengikuti Rotary Youth Exchange Program
di Idaho, USA. Dan di tahun 2010, The MasterCard Foudnation memberikan beasiswa
kepada beliau untuk mengikuti pendidikan Boulder Institute of Microfinance
“Microfinance Management” concentration di Turin Italia dan di tahun 2011 beasiswa
untuk mengikuti pendidikan Harvard Business School Executive Education “Strategic
Leadership for Microfinance.”
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Perjalanan Karir

Menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di PT BPR Surya Yudhakencana sejak
Februari 2018 untuk masa jabatan 2018-2023.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris sejak tahun tahun 2005, Wakil Kepala Divisi
Non-Operasional Il yang membawahi Divisi Pembukuan, Sekretariat dan Personalia sejak
bergabung pertama kali. Hingga saat ini selain menjabat sebagai Komisaris di PT. BPR
Surya Yudhakencana juga menjabat sebagai Ketua Departemen Bidang Luar Negeri di
DPP Perbarindo.

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No.175 tanggal 20 Februari 2018, masa jabatan berlaku hingga 20 Februari
2023.

2. EMILA HAYATI — Komisaris

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1965
Usia : 53 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili
Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Doktoranda Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas
Ekonomi Jurusan Manajemen, lulus pada tahun 1989.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris di PT BPR Surya Yudhakencana sejak April 2010 dan saat ini
menjabat untuk periode jabatan 2015-2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai
Kepala Divisi Non-Operasional Il yang membawahi Divisi Pembukuan, Sekretariat dan
Personalia. Beliau pernah bekerja di Bank of Tokyo, Ltd Surabaya pada bagian
Operasional (1989-1993), dan di Sanwa Indonesia Bank Jakarta pada bagian ekspor
impor dan bagian operasional sebagai Supervisor (1993-2001).
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Hingga saat ini selain menjabat sebagai Komisaris di PT BPR Surya Yudhakencana
Banjarnegara, Emila Hayati juga merupakan Komisaris di BPR Surya Yudha Wonosobo.

Dasar Pengangkatan

Akte Notaris No. 49 tanggal 8 Mei 2015, masa jabatan berlaku hingga 19 Maret 2020.

3. ABDUL KHOIR MARADIKA PUTRA - Komisaris Independen

Personal
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 April 1971
Usia :47 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto tahun 2002.
Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Februari 2018 untuk masa jabatan 2018-
2023. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak bulan September 2016,
Direktur Kredit (2009-2016), Kepala Wilayah (2004-2009), Wakil Kepala Divisi Kredit
(2002-2004), Kepala Cabang Karangkobar (1997-2002), Wakil Kepala Cabang
Karangkobar (1995-1997), Staf Marketing (1994-1995).

Bergabung di BSY sejak tahun 1994, sebelumnya pernah bekerja di BPR Pilar Niaga
Jakarta sebagai Marketing (1993-1994).

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.175 tertanggal 20 Februari 2018 dan masa jabatan berlaku hingga 20
Februari 2023.
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4. MARGONO - Komisaris Independen

Personal
Tempat/Tanggal Lahir . Klaten, 19 Juli 1950
Usia : 68 Tahun

Kewarganegaraan & Domisili
Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Akademi Keuangan Perbankan (AKUBANK) Semarang, lulus tahun 1974 dan
mendapatkan gelas Sarjana pada tahun 1998 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya.

Pengalaman Bekerja

Bergabung dengan BSY sejak Juli 2013. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak
November 2016 untuk periode jabatan 2016-2021, sebelumnya menjabat sebagai
Kepala Divisi Kepatuhan (November 2014 — November 2016), Kepala Bagian Kepatuhan
(September 2013 —November 2014), Kepala Bagian Pendidikan (Juli 2013 — September
2013).

Sebelumnya pernah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Kepala Unit
(KAUDES) Cabang Wonosobo (1975 — 1976), PT Bank Dagang Negara (1976 — 1999)
dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Relationship Manager Cabang Surabaya
Gentengkali, PT Bank Mandiri (1999 — 2000) dengan jabatan terakhir Pemegang
Kewenangan RCRM-RRM VII Semarang, Lembaga Penjamin Simpanan (2007 — 2011)
sebagai Ketua Tim Likuidasi PT BPR Anugerah Arta Niaga di Pati.

Dasar Pengangkatan

Akta Notaris No.587 tertanggal 29 September 2016 dan Akta Notaris No.49 tertanggal 3
November 2016, masa jabatan berlaku hingga 26 September 2021.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 16



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan

kepentingan, serta untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih

objektif, BPR wajib memiliki Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen juga dimaksudkan untuk menempatkan kewajaran

(fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang

saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

1. Syarat dan Kriteria Komisaris Independen

a.

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau
pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPR, vyang dapat
mempengaruhi kkmampuannya untuk bertindak Independen.

Apabila Komisaris Independen adalah mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif
BPR , maka yang bersangkutan harus menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1
tahun, kecuali bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR yang
melakukan fungsi pengawasan.

Komisaris Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan Independen sesuai
dengan draft yang dikeluarkan oleh OJK.

2. Pernyataan independensi Komisaris Independen

Masing-masing Dewan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan untuk

menunjukkan independensi Dewan Komisaris yaitu bahwa seluruh anggota Dewan

Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 17



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengesahan pada bulan September 2016.

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah:
Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris

Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Larangan bagi Dewan Komisaris

L Y N o A WD Re

Gaji/Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris

[EY
o

. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris

[y
=

. Etika Kerja Dewan Komisaris

=
N

. Waktu Kerja Dewan Komisaris

[EY
w

. Rapat Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham di BSY:

Pemegang Saham Persentase ‘ Lembar Nilai (Rp jutaan)

Tenny Yanutriana 10% 19.500 19.500

Kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain:

Pemegang Saham ‘ Nama BPR Persentase

Emila Hayati PT. Surya Yudha Banjarnegara 5%
Tenny Yanutriana PT. Surya Yudha Banjarnegara 10%
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Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan

Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama

anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham selama periode 2018.

Hubungan Kepengurusan di
Hubungan Keluarga .
Perusahaan Lain

Sebagai Sebagai .
Pemegang Dewan . . Sebagai
.. Direksi Pemegang Dewan . .
Saham Komisaris .. Direksi
| Saham  Komisaris

Ya Tidak | Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Tenny

. \' - \' - \' - \' - - v - v
Yanutriana
Emila Hayati \' - ' - v - v - ' - - \'
Abdul Khoir

. - \' - \' - \' - \' ' - - v
Maradika Putra
Margono - Vv - Vv - v - v - v - v
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lll. KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu

perpaduan dari sisi keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BSY. Seluruh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi BSY memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal

tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi anggota Dewan Komisaris

dan Direksi BSY.

Penjelasan rinci mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan

dalam tabel berikut:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama Jabatan Jenis Usia Kompetensi
Kelamin (tahun) Pendidikan
Tenny Yanutriana Komisaris Utama Perempuan 37 Manajemen Bisnis
Emila Hayati Komisaris Perempuan 53 Ekonomi
Manajemen

Abdul Khoir Maradika | Komisaris Independen | Laki-laki 47 Hukum
Putra
Margono Komisaris Independen | Laki-laki 68 IImu Perbankan

Keberagaman Komposisi Direksi

Nama

Jabatan

Jenis
Kelamin

(VE]
(tahun)

Kompetensi
Pendidikan

Sugeng Riyanto Direktur Utama Laki-laki 44 Makro Ekonomi

Sri Wahyu Utami Direktur Umum Perempuan 53 Akuntansi

Wahyu Rukmono Direktur Yang | Laki-laki 51 Akuntansi
Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Achmad Supriyono Direktur Kredit Laki-laki 40 Ekonomi Manajemen
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IV. KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji,
tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara
lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas
telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan
memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing. Besaran remunerasi
ditetapkan untuk menjaga mekanisme check and balance antara kedua organ perusahaan
tersebut agar tetap terjaga. Mekanisme penilaian kinerja Direksi ditetapkan dari target
pencapaian Direksi yang dikaitkan dengan laba yang dihasilkan dan pengembangan usaha.

Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Selama 1 Tahun

Orang Keterangan
\ (Rp jutaan)
Dewan Komisaris 4 2.319 Gaji dan honorarium serta
Direksi 4 2.743 bonus tahunan dan THR
TOTAL

1. Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

a. Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak
yang masih menjadi tanggungan.

b. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dengan empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
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Fasilitas rumah dinas atau tunjangan biaya sewa rumah dinas.
Fasilitas kendaraan dinas.

Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsa).

Fasilitas kunjungan sosial budaya ke luar negeri.

Fasilitas tunjangan pakaian kerja.

Fasilitas tunjangan pembelian make up kit khusus untuk Dewan Komisaris berjenis
kelamin perempuan.

Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID card.
Fasilitas perlengkapan kantor yaitu meja, kursi dan line telepon.

Fasilitas uang perjalanan dinas.

2. Fasilitas Bagi Direksi

a.

Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS) termasuk untuk istri dan anak
yang masih menjadi tanggungan.

Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dengan empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Fasilitas cuti tahunan dan Libur Sabtu (LS) dua kali sebulan.
Fasilitas rumah dinas atau tunjangan biaya sewa rumah dinas.
Fasilitas kendaraan dinas.

Fasilitas tunjangan biaya komunikasi (pulsa).

Fasilitas kunjungan sosial budaya ke luar negeri.

Fasilitas tunjangan pakaian kerja.

Fasilitas tunjangan pembelian make up kit khusus untuk Direksi berjenis kelamin
perempuan.

Fasilitas perlengkapan kerja seperti laptop, buku agenda, kartu nama, ID card.

Fasilitas perlengkapan kantor yaitu meja, kursi dan line telepon.
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I. Fasilitas tunjangan biaya pernikahan pertama.

m. Fasilitas tunjangan biaya persalinan sampai dengan anak kedua.

n. Fasilitas tunjangan biaya pembangunan rumah pertama.

o. Fasilitas tunjangan kenaikan haji sebanyak 50% dari ONH Reguler setelah masa kerja

minimal 10 tahun.
p. Fasilitas uang perjalanan dinas.

g. Fasilitas konsumsi akhir bulan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi

Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi
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V. FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan
membahas hal-hal yang memerlukan arahan serta rekomendasi Dewan Komisaris. Selama
tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran
sebagai berikut.

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal.

Nama Dewan Komisaris Tingkat Kehadiran
1. Tenny Yanutriana 75%
2. Emila Hayati 100%
3. Abdul Khoir Maradika Putra 75%
4, Margono 100%

Tabel tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat gabungan.

No. Nama Dewan Komisaris ‘ Tingkat Kehadiran

1. Tenny Yanutriana 50%
2. Emila Hayati 73%
3. Abdul Khoir Maradika Putra 60%
4, Margono 75%
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Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya 4 kali dalam satu tahun atau
pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Selama tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4
kali, yang rinciannya sebagai berikut.

Hari, Tanggal

Rapat Peserta Materi Pembahasan
1 selasa, 1. TennyYanutriana | Evaluasi kerja tahun 2018.
6 Februari 2018 2. Emila Hayati
3. Abdul Khoir M.P.
4. Margono
2 Rabu, 1. Tenny Yanutriana 1. Evaluasi kinerja triwulan pertama
16 Mei 2018 2. Emila Hayati tahun 2018.
3. Abdul Khoir M.P. 2. RUPS tahunan 2018.
4. Margono 3. Perubahan susunan anggota
Komite Audit dan Pemantau Risiko.
3 senin, 1. Emila Hayati 1. Evaluasi kerja semester | tahun
9 Juli 2018 2. Abdul Khoir M.P. 2018.
3. Margono 2. Uang prestasi kerja (UPK).
4 Kamis, 1. Tenny Yanutriana 1. Rencana Bisnis Bank 2019.
9 November 2018 |2. Emila Hayati 2. Evaluasi atas Hasil Pemeriksaan
3. Abdul Khoir M.P. OJK.
4. Margono
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Rapat Direksi

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan
koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi
dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan
rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Kepala Divisi dan Kepala Cabang untuk
membicarakan perkembangan BPR.

Rapat Direksi diselenggarakan minimal sebulan sekali. Rapat internal Direksi merupakan
forum dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan keputusan secara kolektif. Selain itu,
Direksi mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja BPR.

Selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai
berikut.

Rapat Gabungan
No. Nama Direksi Jabatan Tingkat Kehadiran
1. Sugeng Riyanto Direktur Utama 83 %
2. | Sri Wahyu Utami Direktur Umum 78 %
3. | Wahyu Rukmono Direktur Yang Membawahkan Fungsi 67 %
Kepatuhan
4. | Achmad Supriyono | Direktur Kredit 50 %

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 47 kali dengan
rinciannya sebagai berikut.

No. Hari, Tanggal ‘ Peserta Materi Pembahasan

1 Rabu, 3 Januari 2018 | Bagian EDP, Bagian TMC, | Pembahasan teknis kelompok
Satuan Kerja Kepatuhan | kerja (pokja) website.
& Manajemen Risiko.

2 Rabu, 3 Januari 2018 | Dewan Komisaris, Divisi | Motivasi dari Komisaris Utama.
TMS, Bagian Dana, dan

SKAL.
3 Kamis, 4 Januari | Kepala cabang dan | Struktur  Organisasi Kantor
2018 kepala wilayah. Wilayah.
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No. Hari, Tanggal ‘ Peserta Materi Pembahasan
4 Rabu, 10 Januari | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kerja Tahun 2018.
2018 wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
5 |Jumat, 12 Januari | Kepala divisi dan kepala | 1. Persiapan HUT BSY ke-26.
2018 wilayah. 2. Struktur organisasi Kantor
Wilayah.
6 Senin, 29 Januari | Dewan Komisaris. Reorganisasi Kepala Wilayah.
2018
7 Senin, 29 Januari | Dewan Komisaris, kepala | Reorganisasi Tahun 2018.
2018 wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
8 Kamis, 1 Februari | Dewan Komisaris; Divisi | Fintech, korespondensi,
2018 Tl, Bagian Umum, SKAI, | appraisal gedung dan hasil
dan Divisi HRD. pengawasan Dewan Komisaris.
9 Selasa, 2 Februari | Dewan Komisaris, kepala | Motivasi dari Komisaris Utama.
2018 wilayah, dan kepala
divisi.
10 |Jumat, 9 Februari | Dewan Komisaris, kepala | Persiapan HUT BSY ke-26.
2018 wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
11 | Jumat, 2 Maret 2018 | Dewan Komisaris, kepala | Reorganisasi.
wilayah, kepala divisi,
dan Divisi HRD.
12 | Senin, 5 Maret 2018 | Kepala wilayah, kepala | Launching Android dan E-
divisi, kepala cabang, | Kolektibilitas.
dan kepala bagian.
13 | Sabtu, 10 Maret | Dewan Komisaris, kepala | Upaya menangkal aliran ekstrem
2018 wilayah, kepala divisi, | yang meresahkan.
kepala cabang, dan
kepala bagian.
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No. Hari, Tanggal Peserta Materi Pembahasan
14 | Rabu, 28 Maret | Dewan Komisaris, kepala | Persiapan HUT BSY ke-26.
2018 divisi, dan Bagian TMC.
15 | Selasa, 3 April 2018 | Dewan Komisaris dan | Persiapan HUT BSY Ke-26.
Panitia HUT BSY.
16 | Rabu, 4 April 2018 Dewan Komisaris, kepala | Anggota Komite Audit dan
divisi, dan kepala bagian. | Pemantau Risiko.
17 | Rabu, 18 April 2018 | Bagian EDP. Pembahasan perjanjian kerja
sama dengan PT Warna Bintang
Kreasi.
18 | Senin, 23 April 2018 | Dewan Komisaris. Evaluasi Kinerja.
19 |Jumat, 11 Mei 2018 | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kinerja Bulan April 2018.
wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
20 | Selasa, 15 Mei 2018 | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kinerja Bulan April 2018
kepala divisi, dan kepala | Non Kredit.
bagian.
21 | Rabu, 16 Mei 2018 Divisi Tl dan Bagian EDP. | IT Steering Coommittee
22 | Selasa, 22 Mei 2018 | Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab
Direksi dan Komisaris.
23 | Rabu, 30 Mei 2018 Divisi HRD. Permasalahan HRD.
24 | Rabu, 6 Juni 2018 Divisi DPU dan Bagian | Appraisal gedung Kantor BSY
Umum. Group.
25 | Kamis, 28 Juni 2018 | Dewan Komisaris. Pelanggaran vyang terjadi di
kantor cabang.
26 | Rabu, 4 Juli 2018 Kepala divisi dan kepala | Pembahasan Revisi dan Laporan
bagian. Realisasi RBB Tahun 2018.
27 | Selasa, 10 Juli 2018 Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2018.
wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
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No. Hari, Tanggal

28

Selasa, 24 Juli 2018

Peserta

Dewan Komisaris, Divisi

HRD, dan Divisi TMS.

Materi Pembahasan
SDM
modul/materi pelatihan.

Reorganisasi dan

29 | Rabu, 1 Agustus | Dewan Komisaris, Bagian | Motivasi dari Komisaris.
2018 PHBKIS, Cabang Utama,
Divisi KKA, dan Kepala
Wilayah I, IV, VI, X.
30 | Senin, 6 Agustus | Dewan Komisaris, Divisi | Motivasi dari Komisaris.
2018 HRD, Kepala Wilayah VIl
& X, Divisi PU, Divisi ODT,
dan Bagian Satpam.
31 | Rabu, 8 Agustus | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2018.
2018 wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
kepala bagian.
32 | Senin, 13 Agustus | Dewan Komisaris, Divisi | Evaluasi mengenai karakter dan
2018 HRD, kepala bagian, | attitude SDM.
Komite Audit &
Pemantau Risiko.
33 | Kamis, 23 Agustus | Dewan Komisaris, kepala | 1. Motivasi dari Komisaris.
2018 wilayah, kepala divisi, | 2. Sosialisasi E-Informasi,
kepala cabang, dan Aplikasi E-KTP, Aplikasi Zoom.
kepala bagian.
34 | Jumat, 14 | Dewan Komisaris, kepala | Perkreditan
September 2018 wilayah  dan  kepala
cabang.
35 | Kamis, 27 | Dewan Komisaris, Divisi | Pencegahan risiko reputasi.
September 2018 HRD, Kepala Wilayah X,
dan Komite Audit &
Pemantau Risiko.
36 | Senin, 8 Oktober | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi kerja Bulan September
2018 wilayah, kepala divisi, | 2018
kepala cabang, dan

kepala bagian.
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Hari, Tanggal

Peserta

Materi Pembahasan

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara

37 | Selasa, 30 Oktober | Dewan Komisaris, Kepala | 1. Persiapan pelaksanaan
2018 Wilayah VI, VII, VIII, IX, X, Undian Simpanan tahun 2018
Divisi ODT, Divisi PU, | 2. Kinerja cabang dan kas.
Divisi TMS, dan Bagian | 3. Fasilitas kesehatan utntuk
TMC. pejabat.
38 | Kamis, 15 November | Dewan Komisaris, kepala | Evaluasi Kinerja 2018 & Rencana
2018 dan Jumat, 16 | wilayah, kepala divisi, | Bisnis BPR 2019.
November 2018 kepala cabang, dan
kepala bagian.
39 | Jumat, 16 November | Dewan Komisaris, kepala | Pra Exit Meeting Pemeriksaan
2018 wilayah, kepala divisi, | oleh OJK.
kepala cabang, dan
kepala bagian.
40 | Senin, 19 November | Dewan Komisaris dan | Persiapan Undian Simpanan
2018 Panitia Undian. Tahun 2018.
41 | Jumat, 23 November | Dewan Komisaris, Divisi | Tanggapan atas Laporan Hasil
2018 TMS, SKKMR, dan SKAL. Pemeriksaan OJK Tahun 2018.
42 | Senin, 26 November | Dewan Komisaris dan | Exit Meeting Pemeriksaan OJK.
2018 dan Pemeriksa dari OJK.
43 | Selasa, 27 November | Dewan Komisaris, kepala | Pembahasan ajuan kredit.
2018 wilayah, kepala divisi,
kepala cabang, dan
Komite Audit &
Pemantau Risiko.
44 | Kamis, 29 November | Dewan Komisaris dan | Pembahasan kredit dengan
2018 kepala wilayah. plafon besar.
45 | Senin, 17 Desember | Dewan Komisaris dan | Uang Prestasi Kerja Tahun 2018
2018 Divisi HRD. untuk Pengurus.
46 | Kamis, 27 Desember | Divisi TI, Divisi ODT, | Ketentuan Register Slip
2018 Divisi TMS, Bagian | Transaksi.
Umum, Bagian EBD,
Bagian Operasional,
danSKKMR.
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Hari, Tanggal Peserta Materi Pembahasan

47 | Jumat, 28 Desember | Dewan Komisaris, Divisi | Pertemuan dengan Bank Jateng
2018 ODT, dan Bagian | Semarang.
Treasury.
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VI. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Komite Audit

Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit
dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut.

1. Peraturan OJK No. 13/P0OJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR.

2. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata
Kelola BPR.

3. Surat Edaran OJK No. 5/SEQJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi BPR.

4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. No. 2/DEKOM/V/2018 dan Direksi No.
39A/DIR/SK/V/18 tanggal 21 Mei 2018

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari :

Ketua : Margono (komisaris independen)
Anggota : Hantoro Hilarius Luturmele
Anggota :Leonard Paul Nangin

Kualifikasi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tercantum dalam Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris
No.3/KEP/DK/XIl/2018 yang disahkan tanggal 31 Desember 2018 dan merupakan perubahan
atas pedoman sebelumnya.
1. Kualifikasi Komite Audit

Anggota Komite Audit ditetapkan secara intern perusahaan namun mengacu pula

kepada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

a. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak
pada 1 komite lainnya pada Perseroan.

b. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

c. Anggota Komite wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai
dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
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. Anggota Komite wajib memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya
yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BPR, proses audit, dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik BPR dan Kode Etik Komite Audit yang
telah ditetapkan oleh BPR.

Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui
pendidikan dan pelatihan.

Komite wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang
pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor
Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa
asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BPR
dalam waktu 6 bulan terakhir.

Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali Komisaris
Independen.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak vyang
mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam
keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 bulan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10 tersebut di atas tidak berlaku bagi
mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertugas melakukan fungsi pengawasan
paling singkat 6 bulan.

Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada
BPR.

. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham BPR baik langsung maupun tidak
langsung akibat suatu peristiwa okum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada
pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham
tersebut.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 33



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

n. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali dan

Anggota Komite tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, serta Kode Etik Komite Audit diatur dalam
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi
rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap:

1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit
yang berlaku.

3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

5) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik
dan hasil pengawasan OJK.

c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BPR
kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait
dengan informasi keuangan BPR.

d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
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Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor
Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan
fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan vyang
berkaitan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya
potensim benturan kepentingan BPR.

Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi tata kelola/GCG yang
efektif dan berkelanjutan.

Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas
permintaan Dewan Komisaris.

3. Nilai-nilai dan Etika Kerja Komite Audit

Nilai-nilai dan etika kerja Komite Audit sesuai dengan ketentuan BPR adalah:

a.

b.

Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta
mematuhi kode etik yang berlaku di BPR.

Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPR.

Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.

Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan BPR selain penghasilan yang sah, sehingga
dapat menyebabkan kerugian terhadap BPR.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara BPR dengan anggota Komite maka
anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan
yang dimaksud dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling
kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok
benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
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4. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit berusaha menjalankan tugas semaksimal mungkin di tahun 2018. Adapun
beberapa hasil kerja Komite Audit di tahun 2018 antara lain:

a. Melakukan analisa terhadap laporan kegiatan SKAlI dan memberikan saran agar
kinerja SKAI lebih ditingkatkan, khususnya dalam pembuatan laporan hasil evaluasi
yang harus memuat saran tentang perbaikan yang harus dilakukan oleh unit kerja
objek pemeriksaan dan juga dibuat ranking untuk unit kerja yang terbaik.

b. Melakukan rapat bersama dengan SKAI terkait:

1) Hasil pemeriksaan dan hal lain yang dinilai mempunyai indikasi kelemahan
sistem pengendalian internal dan penerapan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Audit.
3) Hambatan yang dihadapi atas pelaksanaan tugas SKAI.

c. Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Kantor
Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya, khususnya
yang merupakan komitmen Direksi kepada otoritas agar dipenuhi sesuai
kesepekatan.

d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan
memberikan rekomendasi dalam proses pemilihan akuntan publik.

e. Melakukan penelaahan independensi objektivitas akuntan publik dan atas
kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Anggota Komite wajib hadir setiap hari kerja dan menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 kali dalam satu tahun.
Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah
anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
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Komite Pemantau Risiko

Selain Komite Audit, Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko yang juga dibentuk
untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan
Manajemen Risiko BPR.

Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk Komite
Pemantau Risiko dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 13/P0OJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR.

2. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata
Kelola BPR.

3. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi BPR

4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOQJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi BPR.

5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. No. 2/DEKOM/V/2018 dan Direksi No.
39A/DIR/SK/V/18 tanggal 21 Mei 2018

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas
membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau
Risiko terdiri dari :

Ketua : Margono (komisaris independen)
Anggota : Hantoro Hilarius Luturmele
Anggota : Leonard Paul Nangin

Kualifikasi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tercantum dalam Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK)
Dewan Komisaris No.4/KEP/DK/XI1/2018 yang disahkan tanggal 31 Desember 2018 dan
merupakan perubahan atas pedoman sebelumnya.
1. Kualifikasi Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan secara intern perusahaan namun

mengacu pula kepada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

a. Persyaratan Umum
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1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang
cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.

2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan
dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BPR.

b. Persyaratan Kompetensi

1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai
di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan atau manajemen risiko sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan OJK yang mengatur persyaratan
bagi anggota Komite Pemantau Risiko.

2) Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai
peraturan perundangan di bidang perbankan dan peraturan lainnya khusus
yang berkaitan dengan aktivitas BPR, penerapan tata kelola/GCG dan
manajemen risiko.

c. Persyaratan Independensi

1) Merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris, Direksi
dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan BPR vyang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

3) Dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite bukan
merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang
memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit
kepada BPR.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, serta Kode Etik Komite Pemantau

Risiko diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu:

a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan

pelaksanaan kebijakan BPR, antara lain :

1)

2)

3)

4)

Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko BPR
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari risiko kredit,
operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi dan risiko stratejik.

Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko
yang terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada
butir a di atas.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian
kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan
implemantasinya untuk memastikan bahwa BPR telah mengelola risiko-risiko
secara memadai.

Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris
atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh
regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan
Komisaris.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen
Risiko.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas

pelaksanaan manajemen risiko di BPR.

d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator

terkait risiko kepada Dewan Komisaris.

e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang

lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Nilai-nilai dan Etika Kerja Komite Pemantau Risiko
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Nilai-nilai dan etika kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan BPR adalah
a. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta
mematuhi kode etik yang berlaku di BPR.

c. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPR.

d. Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.

e. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan BPR selain penghasilan yang sah, sehingga
dapat menyebabkan kerugian terhadap BPR.

f. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara BPR dengan anggota Komite maka
anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan
yang dimaksud dalam setiap keputusan.

g. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling
kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok
benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

4. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah berusaha menjalankan tugas semaksimal mungkin di
tahun 2018. Adapun beberapa hasil kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2018 antara
lain:

a. Melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan
Kerja Manajemen Risiko (SKKMR) khususnya terkait penerapan manajemen risiko
dengan hasil bahwa telah dilakukan penyusunan pedoman penerapan manajemen
risiko dan melakukan manajemen risiko meskipun sebagian besar masih berjalan di
ranah risiko kredit, untuk itu kedepan masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya
dalam penerapan kebijakan manajemen risiko tersebut.

b. Melakukan kajian terhadap kebijakan Tata Kelola BPR yang disusun oleh Direksi.
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Saat ini Direksi telah menyusun kebijakan Tata Kelola yang disesuaikan dengan POJK
No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang penerapannya terhadap Risiko
Kepatuhan antara lain:

1) Penyesuaian jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
semenda sampai dengan derajat kedua.

3) Direksi telah membentuk SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
dan Komite Manajemen Risiko.

4) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

5) Direksi, Dewan Komisaris dan Komite telah mempunyai Pedoman dan Tata
Tertib Kerja.

6) Memantau penerapan POJK tentang BMPK.

7) Melakukan evaluasi atas pantauan terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang
disesuaikan dengan POJK.

c. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan risiko antara lain di
bidang operasional dan kepatuhan yang hasilnya telah dilaporkan secara berkala
kepada Dewan Komisaris.

5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite

Anggota Komite wajib hadir setiap hari kerja BPR dan menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya 4 kali dalam satu tahun.
Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah
anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
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Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Meski belum genap dua tahun, namun kinerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
telah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan pedoman tata tertib kerja komite,
mengingat bahwa kedua komite tersebut baru terbentuk di awal tahun 2017.

Namun demikian kedepan masih terdapat beberapa hal yang wajib ditingkatkan khususnya
mengenai:

1. Jadwal rapat rutin dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

2. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko.

3. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko terkait penerapannya di masing-masing unit kerja.
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VIl. KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite Kredit (Loan Committee)

Komite Kredit (Loan Committee) adalah komite operasional yang membantu Direksi dalam
mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang
ditetapkan. Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan arah
kebijakan perkreditan BSY sekaligus mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit
sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan
pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

1. Fungsi Pokok Komite Kredit

a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih
mendalam dan komprehensif.

b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan.

2. Anggota Komite Kredit

a. Direktur Utama

b. Direktur Kredit

c. Kepala Wilayah
d. Kepala Cabang
e. Petugas Account Officer (AQO)

3. Penyelenggaraan Rapat Komite Kredit

a. AO bertugas mempresentasikan dan menjelaskan secara tuntas tentang pengajuan
kredit.

b. Jika AO tidak hadir, maka yang mempresentasikan dan menjelaskan secara tuntas
adalah Kepala Cabang atau perwakilan dari cabang yang mengajukan berkas ajuan
kredit. Penjelasan yang disampaikan secara keseluruhan meliputi:

1) Profil calon debitur
a) Siapa calon debitur

b) Sifat calon debitur
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c) Karakter calon debitur
2) Usaha calon debitur

a) Kapan mulai usaha

b) Sirkulasi usaha

c) Rekanan calon debitur
3) Rencana penggunaan

a) Tujuan kredit

b) Penggunaan harus sesuai dengan jenis kredit yang diajukan (Modal
Kerja/Investasi/Konsumtif)

4) Analisa SWOT
5) Repayment Capacity

a) Berdasarkan pembukuan pendapatan terbaru minimal transaksi 3 bulan
terakhir.

b) Pembahasan tentang cash flow usaha
c) Biaya usaha
d) Biaya rumah tangga

e) Dari hasil perhitungan diatas akan menghasilkan PROMA (prosentase hasil
maksimal angsuran) vyang diperhitungkan sebagai kelayakan dan
kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran setiap bulannya.

6) Legalitas usaha calon debitur

Mengevaluasi tentang legalitas usaha calon debitur (SKU, SIUP,TDP ,HO dan
surat perijinan lainya yang berkaitan dengan bentuk usaha calon debitur) dan
dilampiri lembar foto yang diambil pada survei sebagai bukti bahwa calon
debitur memiliki usaha yang nyata .

7) Legalitas agunan kredit yang digunakan

Mengevaluasi legalitas agunan milik calon debitur serta keabsahan dokumen
agunan tersebut. Kejelasan legalitas pengikatan agunan:
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a) Agunan SHM dengan jenis pengikatan SKMHT dan APHT
b) Agunan kendaraan dengan jenis pengikatan fiducia

c. Pada saat pelaksanaan rapat Komite Kredit, Kepala Cabang beserta petugas AO
mempresentasikan, menjelaskan dan mengupas tuntas tentang calon debitur dan
usahanya dihadapan Direktur Utama, Direktur Kredit, dan Kepala Wilayah. Hal-hal
yang dijelaskan dan dibicarakan bersama adalah:

1) Profil calon debitur dan usahanya

Petugas AO dan Kepala Cabang akan menjelaskan mengenai profil calon debitur
dan bagaimana karakter calon debitur serta usaha calon debitur, sejak kapan
dimulai dan bagaimana sirkulasi usaha debitur (dengan siapa saja rekanan
debitur) secara keseluruhan.

2) Rencana penggunaan kredit

Melakukan pembahasan mengenai tujuan dan rencana penggunaan kredit
berdasarkan jenis kredit (modal kerja, investasi, konsumtif).

3) SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) dari usaha debitur

Petugas AO dan Kepala Cabang mengevaluasi tentang kekuatan, kelemahan,
peluang yang ada. Bagaimana mengatasi kelemahan dengan mengamobil
peluang yang ada, serta bagaimana menggunakan kekuatan dalam mengatasi
ancaman usaha.

4) Repayment capacity calon debitur berdasarkan pembukuan pendapatan calon
debitur

Melakukan pembahasan tentang cash flow usaha calon debitur, pendapatan
usaha calon debitur, biaya usaha calon debitur dan biaya rumah tangga calon
debitur sehingga hasil tersebut dapat menghasilkan pembanding Prosentase
Hasil Maksimal Angsuran (Proma).

5) Legalitas usaha calon debitur

Mengevaluasi tentang legalitas usaha calon debitur (SKU, SIUP, TDP, HO dan
surat perijinan usaha lainya yang berkaitan dengan bentuk usaha calon
debitur).
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6) Legalitas agunan kredit yang digunakan

Mengevaluasi legalitas pengikatan agunan calon debitur yang digunakan
(SHM=APHT , kendaraan=fiducia).

Komite Pengarah Tl (Teknologi Informasi)

Guna mendukung implementasi di bidang teknologi informasi, BSY telah memiliki Komite

Pengarah Tl yang bertugas untuk melakukan tinjauan, monitoring, penyesuaian,

menentukan prioritas pekerjaan, dan mengarahkan hal-hal yang berhubungan dengan

teknologi informasi. BPR wajib memiliki Komite Pengarah Tl yang bertujuan untuk

membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait TI.

1. Fungsi Pokok Komite TI

Komite Pengarah Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/15/PBI/2007, pada pasal 7 poin 1 yang menyebutkan bahwa Komite Pengarah

Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang

paling kurang terkait dengan:

a.

Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang
searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BPR.

Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana
Strategis Teknologi Informasi.

Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana
proyek yang disepakati (project charter).
Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen

dan kebutuhan kegiatan usaha BPR.

Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi BPR pada sektor
Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap
tercapainya tujuan bisnis.

Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.

Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat
diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien
dan tepat waktu.
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2. Keanggotaan Komite Pengarah Ti

Anggota Komite Pengarah IT terdiri dari unsur Manajemen, Operasional, Teknologi

Informasi sebagai berikut.

a.

Manajemen vyaitu Direktur yang membawahi Bagian EDP (Electronic Data
Processing).

Operasional merupakan perwakilan user terkait yang memiliki kewenangan (Kepala
Wilayah/Kepala Divisi).

Teknologi Informasi terdiri dari Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan 1
orang staf sebagai notulen.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Komite Pengarah IT BSY dalam menjalankan aktivitasnya telah dilengkapi dengan

wewenang dan tanggungjawabnya antara lain sebagai berikut.

a.

b.

Menentukan aturan dan tujuan Komite Pengarah TI.

Menentukan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang TI.
Menentukan prioritas pekerjaan.

Melakukan tinjauan dan evaluasi kemajuan proyek.

Menentukan anggaran proyek dan evaluasi biaya proyek.

Menyelesaikan isu dan masalah yang muncul sehubungan dengan pengembangan
proyek atau setelah proyek diimplementasikan.

Memastikan kelancaran koordinasi dengan bagian operasioan, legal dan lain-lain
yang terkait sehingga saat proyek diimplementasikan semua dapat berjalan lancar
baik di sisi Tl, operasional, prosedur, persiapan di lapangan.

Tugas dan tanggungjawab sesuai dengan pasal 7 PBI.
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Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka penerapan Manajemen Risiko BPR sesuai
dengan POJK No0.13/P0JK.03/2015 tanggal 3 November 2015. Komite Manajemen Risiko
adalah komite yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait dengan

penerapan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko BSY dibentuk sesuai SK No.
26/DIR/SK/IIl/17 tanggal 25 Maret 2017.

1. Anggota Komite Manajemen Risiko

Adapun anggota Komite Manajemen Risiko adalah:

a.
b.
c.
d.

e.

Direktur Kepatuhan

Direktur Umum

Direktur Kredit

Kepala Divisi yang Membawahkan Fungsi Operasional dan Dana

Kepala Wilayah

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan

rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

a.

b.

Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun
bersifat insidentil.

Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan
operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Manajemen Risiko harus mencerminkan
suatu kesepakatan diantara para anggota Komite.
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VIIl. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Sampai dengan tahun 2018, jumlah Pemegang Saham BSY masih belum mengalami
perubahan, yaitu sebanyak 4 (empat) orang pribadi

Pemegang Saham mayoritas adalah Satriyo Yudiarto dengan komposisi kepemilikan sebesar
70%, sedangkan sebesar 30% lainnya dimiliki oleh 3 (tiga) pemegang saham lain dengan
masing-masing persentase kepemilikan sebesar 10%.

Komposisi Pemegang Saham

OSatriyo Yudiarto

EMilla Feryanti

OAnanta Yudha Irnanto
OTenny Yanutriana, MBA

No ‘ Pemegang Saham Persentase Saham

1 Satriyo Yudiarto 70%
2 Milla Feryanti 10%
3 Ananta Yudha Irianto 10%
4 Tenny Yanutriana, MBA 10%
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IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Selama tahun 2018 BSY teluah melakukan 9 kali RUPS yang terdiri dari 1 kali RUPS Tahunan
dan 8 kali RUPS Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

WELW

No. Pelaksanaan

1 |Rabu, 3 Januari

11.00 - 12.00 WIB

Keputusan RUPS/RUPSLB ‘ Keterangan

Perubahan Penggunaan Kantor

Februari 2018

Susunan Dewan Komisaris dan
Anggota Direksi Perseroan.

2018 Akuntan Publik untuk .
) Telah dilaksanakan
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Tahun 2017.
2 |Selasa, 20 10.00 — 12.00 WIB|Pengesahan Perubahan

Telah dilaksanakan

3 |Senin, 23 April
2018

09.00-11.00 WIB

Dewan Komisaris.

Penetapan Gaji Baru Direksi dan

Telah dilaksanakan

4 |Selasa, 20
Februari 2018

16.00 - 18.00 WIB

a. Laporan

Perseroan.

b. Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Tahun 2017.

c. Pengambilan Dividen
Sebesar Rp60.000.000.000.

d. Peningkatan Modal Disetor
Sebesar Rp30.000.000.000,
semula Rp165.000.000.000

e. Peningkatan Cadangan
Umum Sebesar
Rp6.000.000.000 semula
Rp33.000.000.000 menjadi
Rp39.000.000.000.

Pertanggungjawaban Direksi

menjadi Rp195.000.000.000.

Telah dilaksanakan
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No. Pelaksanaan

5 |Kamis, 24 Mei
2018

Waktu

10.00-11.00 WIB

Keputusan RUPS/RUPSLB

Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Tahun 2018 untuk
Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.

Keterangan

Telah dilaksanakan

6 |Kamis, 7 Juni

2018

10.00 - 12.00 WIB

a. Pengesahan Penambahan
Modal Disetor Sebesar
Rp30.000.000.000.

b. Pelaksanaan Peningkatan
Cadangan Umum Sebesar
Rp6.000.000.000.

Telah dilaksanakan

7 |Kamis, 19 Juli
2018

10.00-11.00 WIB

Pemberian Uang Prestasi Kerja
(UPK) Semester | Tahun 2018
untuk Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.

Telah dilaksanakan

8 |[Selasa, 27
November 2018

10.00 - 11.00 WIB

a. Rekomendasi Ketua Komite
Pemantau Risiko dan Komite
Audit.

b. Penggunaan Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Tahun 2018.

Telah dilaksanakan

9 |Senin, 17
Desember 2018

08.00-10.00 WIB

Pemberian Uang Prestasi Kerja
(UPK) Tahun 2018 untuk
Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.

Telah dilaksanakan
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X.

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi sekretaris perusahaan (corporate secretary) dijalankan oleh sekretaris pada bagian

sekretariat. BSY memiliki bagian sekretariat yang terdiri dari 2 personil yaitu seorang sebagai

Sekretaris Dewan Komisaris, dan seorang Sekretaris Direksi.

Profil Sekretaris BPR

1.

Rani Purwandari (Sekretaris Dewan Komisaris)

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha tahun 2007.
Perjalanan Karir

Meniti karir di BSY sejak tahun 2007. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
sejak tahun 2015, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi
(2008-2015), dan sebelumnya Administrasi Kredit (2007-2008).

Kartika Puspitawati (Sekretaris Direksi)

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia, domisili di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Latar Belakang Pendidikan

Lulusan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.
Perjalanan Karir

Meniti karir di BSY sejak tahun 2012. Menjabat sebagai Sekretaris Direksi sejak tahun
2015, sebelumnya menjabat sebagai Administrasi Kredit Cabang Utama (2012-2015).
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Tugas dan Tanggung Jawab

1. Sekretaris Dewan Komisaris
a. Korespondensi

1) Bertanggung jawab dan memeriksa semua surat keluar yang berkaitan dengan
Dewan Komisaris.

2) Memeriksa arsip surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar.
3) Memeriksa kelengkapan arsip surat masuk dan surat keluar setiap akhir bulan.
4) Memeriksa dan menutup semua buku register pada saat akhir bulan.

5) Memeriksa kelengkapan pengajuan izin pembukaan kantor, baik kantor kas
maupun kantor cabang.

b. Mengatur agenda kegiatan Dewan Komisaris
1) Mencatat dan mengatur jadwal kegiatan Dewan Komisaris.
2) Mengatur perjalanan dinas Dewan Komisaris.

c. Membuat kliping dari surat kabar yang berkaitan dalam bidang ekonomi dan
perbankan.

d. Menjalankan tugas sesuai perintah Dewan Komisaris.

e. Menyampaikan informasi seputar BPR kepada Dewan Komisaris serta memantau
informasi perbankan melalui internet.

f. Menerima tamu yang berkepentingan dengan Dewan Komisaris termasuk segala
kebutuhan yang diperlukan.

g. Membantu penyusunan laporan:
1) Rencana Bisnis BPR dan Laporan Tahunan Perusahaan.
2) Pengawasan Dewan Komisaris.

h. Mengelola rapat Dewan Komisaris:

1) Membuat undangan kepada peserta melalui sarana komunikasi online
(whatsapp).

2) Mengatur tempat rapat beserta perlengkapan yang dibutuhkan.
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3) Mengatur konsumsi rapat.
4) Membuat notulen rapat.
5) Mendistribusikan notulen kepada seluruh peserta rapat.

Mengelola Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) termasuk mengurus pembuatan akta,
pelaporan ke Menteri Keuangan serta pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bertanggungjawab terhadap perawatan inventaris kantor yang dipergunakannya.
Melaksanakan peraturan dan prosedur perusahaan baik intern maupun ekstern.

Melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

. Melaksanakan peraturan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam Kode Etik

Karyawan Bank, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan, Code Of Conduct (COC)
BPR, Tugas dan Wewenang (STW) maupun peraturan-peraturan dari Bank Indonesia
(Bl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan hukum lainnya.

2. Sekretaris Direksi

a.

f.

Korespondensi
1) Mengadministrasikan seluruh dokumen Direksi dengan baik.
2) Mengarsip semua dokumen Direksi pada tempat yang sesuai.

3) Bertanggung jawab atas semua surat masuk dan surat keluar yang berkaitan
dengan Direksi termasuk kerapihan registernya.

4) Menutup semua buku register pada saat akhir bulan.
Mencatat dan mengatur jadwal kegiatan dan juga perjalanan dinas Direksi.

Membuat kliping dari surat kabar yang berkaitan dalam bidang ekonomi dan
perbankan.

Menjalankan tugas sesuai perintah Direksi.

Menyampaikan informasi seputar BPR kepada Direksi dan memantau informasi
perbankan melalui internet.

Mengelola rapat Direksi:
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1) Membuat undangan kepada peserta melalui sarana komunikasi online
(whatsapp).

2) Mengatur tempat rapat beserta perlengkapan yang dibutuhkan.
3) Mengatur konsumsi rapat.

4) Membuat notulen rapat.

5) Mendistribusikan notulen kepada seluruh peserta rapat.

g. Menerima tamu yang berkepentingan dengan Direksi baik tamu kunjungan maupun
studi banding, termasuk segala kebutuhan yang diperlukan.

h. Bertanggungjawab terhadap perawatan inventaris kantor yang dipergunakannya.
i.  Melaksanakan peraturan dan prosedur perusahaan baik intern maupun ekstern.
j. Melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

k. Melaksanakan peraturan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam Kode Etik
Karyawan Bank, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan, Code Of Conduct (COC)
BPR, Surat Tugas dan Wewenang (STW) maupun peraturan-peraturan dari Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan hukum lainnya.
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Xl. KETERBUKAAN INFORMASI

BSY secara berkala menyampaikan informasi atau laporan dalam upaya memenuhi
persyaratan keterbukaan informasi, antara lain:

Jenis Pelaporan 2018 Jumlah

DAFTAR PELAPORAN KEPADA REGULATOR

Pelaporan Kepada OJK 164 laporan
Pelaporan Kepada B 16 laporan
TOTAL 180 laporan

DAFTAR PELAPORAN KEPADA PIHAK AFILIASI

LPS 10 laporan
Kantor Pajak 1 laporan
PPATK 3 laporan
Bank Linkage 5 laporan
TOTAL 19 Laporan

1. Daftar Pelaporan ke OJK

Nama Laporan Tanggal Pelaporan

1 Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Desember | 3 Januari 2018
2017

2 Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 5 Januari 2018
Konsumen Periode Oktober-Desember 2017

3 Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Sibebek 9 Januari 2018

4 Tanggapan Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR 10 Januari 2018
Surya Yudhakencana Posisi 31 Oktober 2017
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5 Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Audit Tahun 2017 | 15 Januari 2018

6 Rencana Penutupan Sementara Kantor PT BPR Surya 17 Januari 2018
Yudhekencana diluar Hari Libur Resmi Tahun 2018

7 Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2018 | 24 Januari 2018

8 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dalam 24 Januari 2018
Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Tahun 2017

9 Laporan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik 29 Januari 2018
10 | Pelaporan Struktur Kelompok Usaha 30 Januari 2018
11 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak 31 Januari 2018

Penerapan Manajemen Risiko Semester |l Tahun 2017

12 | Laporan Bukti Koreksi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR | 31 Januari 2018
Surya Yudhakencana Posisi 31 Januari 2018

13 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Januari 1 Februari 2018
2018
14 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Johan 6 februari 2018

Prasetyo dan Supriyadi

15 | Permohonan lIzin Operasional Kantor Cabang Wanayasa | 9 Februari 2018

16 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Saryono 15 Februari 2018

17 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Eko 20 Februari 2018
Hartono, Wahyu Adi Wibowo dan Mardhianto Eka
Pratomo

18 | Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota 21 Februari 2018
Dewan Komisaris PT BPR Surya Yudhakencana

19 | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Periode Juli- 22 Februari 2018
Desember 2017

20 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Eling 22 Februari 2018

Sucipto, Sutarjo, Nurhadi dan Gilang Purnomo
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21 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Leonard 22 Februari 2018
Paul Nangin

22 | Laporan Bukti Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Surya 28 Februari 2018
Yudhakencana Posisi 28 Februari 2018

23 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Februari 2 Maret 2018
2018

24 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Zaenal 5 Maret 2018
Arifin, Teguh Miswanto dan Yudhi Saptana

25 | Laporan Penutupan Kantor Kas Wanayasa 8 Maret 2018

26 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang 8 Maret 2018
Wanayasa

27 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Agung 8 Maret 2018
Nugroho

28 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Kutabawa 9 Maret 2018

29 | Pemberitahuan mengenai Kantor Kas Sibebek 9 Maret 2018
Menginduk pada Kantor Cabang Wanayasa

30 Rencana Pemidahan Kantor Kas Tunggara 20 Maret 2018

31 Laporan Migrasi Data Core Banking 27 Maret 2018

32 | Laporan Bukti Koreksi Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR | 29 Maret 2018
Surya Yudhakencana Posisi 28 Maret 2018

33 | Laporan Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang 29 Maret 2018
Membawahkan Fungsi Kepatuhan Tahun 2017

34 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Esti 29 Maret 2018
Wuriyantini

35 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Maret 2 April 2018
2018

36 | Laporan Pelaksanaan Pindah Kantor Kas Tunggara 3 April 2018
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37 | Laporan Perubahan Anggota Komite Penunjang Dewan 4 April 2018
Komisaris
38 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Anindita 5 April 2018
Alisia Amanda
39 | Laporan Pengaduan Nasabah Triwulan | Tahun 2018 6 April 2018
40 | Penyampaian Data Pengawasan BPR Triwulan | Tahun 7 April 2018
2018
41 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Kutabawa | 9 April 2018
42 | Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor 10 April 2018
Cabang Pagedongan
43 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Agus 10 April 2018
Budianto, Bondan Wahyu Nirboyo, Handi Ria Purnama
Putra, Gurita Nursetyawan, Kondang, Wahyu Adi
Wibowo, Andi Pratiswo, Sutarjo, Nurhadi, Prapto
Oktarianto, Siti Fauziyah, Roni Good andiyasa, Susi
Faiqgoh, Galih Setyo Wicaksono, Zaenal Faidzin, Sapto
Prabowo, Andi Nugroho, Tri Asiyani, Ginanjar
Dewantoro, Khrisna Adhy Purba, Aulia Dewi Rarasratri,
Sri Murwati dan Eni Mulyati
44 | Laporan Keuangan Publikasi Triwulan | Tahun 2018 20 April 2018
45 | Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 30 April 2018
2017
46 | Tanggapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tentang 30 April 2018
Cash In Save & Cash In Transit
47 | Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV Tahun 2017 30 April 2018
48 | Penyampaian Laporan Tahunan 2017 30 April 2018
49 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode April 2018 | 2 Mei 2018
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50 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Bojong 4 Mei 2018

51 | Laporan Pejabat Eksekutif a.n Yunardi Gunawan 7 Mei 2018

52 | Laporan Informasi Kondisi PT BPR Surya Yudhakencana 9 Mei 2018

53 | Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor 11 Mei 2018

54 | Tanggapan Rencana Bisnis PT BPR Surya Yudhakencana 11 Mei 2018
Tahun 2018

55 | Penyampaian Tambahan Data Permohonan Persetujuan | 11 Mei 2018
Prinsip Pembukaan Cabang Pagedongan

56 | Penyampaian Informasi Kontrak Kantor Akuntan Publik 14 Mei 2018
Tahun 2017

57 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Tanti 17 Mei 2018
Indrayani

58 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Bojong 21 Mei 2018

59 | Laporan Rencana Penambahan Produk Tabungan Piknik | 23 Mei 2018

60 | Permohonan Launching Tabungan Piknik 23 Mei 2018

61 | Pengiriman Dokumen Permohonan Persetujuan 25 Mei 2018
Penambahan Modal Disetor

62 | Kelengkapan Dokumen Rencana Pembukaan Kantor 28 Mei 2018
Cabang Pagedongan

63 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Yunardi 30 Mei 2018
Gunawan dan Suroso

64 | Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan 4 Juni 2018
Kembali Kantor

65 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Mei 2018 | 5 Juni 2018

66 | Permohonan lIzin Efektif Pindah Alamat Cabang 7 Juni 2018

Banyumas
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67 | Laporan Reorganisasi Divisi Pembukuan dan Umum PT 7 Juni 2018
BPR Surya Yudhakencana

68 | Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap 7 Juni 2018
Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP

69 | Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Disetor 22 Juni 2018

70 | Penyampaian Bukti Penghentian Penyediaan Jasa 28 Juni 2018
Teknologi Informasi Kepada Pihak Lain

71 | Permohonan Persetujuan Izin prinsip Pembukaan Kantor | 30 Juni 2018
Cabang Kaligondang

72 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Juni 2018 | 2 Juli 2018

73 | Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang 2 Juli 2018
Pagedongan

74 | Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 6 Juli 2018
Konsumen Periode April-Juni 2018

75 | Laporan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Berbasis Laku 6 Juli 2018
Semar Per Desember 2017, Maret dan Juni 2018

76 | Penyampaian Data Pengawasan BPR Tahun 2018 6 Juli 2018

77 | Penyampaian SOP Tabungan Piknik 9 Juli 2018

78 | Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR 12 Juli 2018

79 | Laporan Kesiapan Mesin Disaster Recovery Center (DRC) | 13 Juli 2018

80 | Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Cabang 16 Juli 2018
Dukuhwaluh

81 | Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Il Tahun 2018 18 Juli 2018

82 | Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor 23 Juli 2018
Cabang Banyumas

83 | Laporan Pelaksanaan Peluncuran Tabungan Piknik 24 Juli 2018
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84 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan Inklusi Keuangan 26 Jui 2018
Semester | Tahun 2018

85 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan Literasi Keuangan 26 Juli 2018
Semester | Tahun 2018

86 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Samsuri 30 Juli 2018

87 | Tanggapan Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR 31 Juli 2018
Surya Yudhakencana Posisi 31 Oktober 2017

88 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Juli 2018 1 Agustus 2018

89 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Sigit Dwi 8 Agustus 2018
Sarwoko dan Ashar Fathudin

90 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Wahyono 9 Agustus 2018

91 | Permohonan Persetujuan Pembukaan Kantor Kas 13 Agustus 2018
Kemranjen

92 | Penyampaian Kelengkapan Data Studi Kelayakan 13 Agustus 2018
Pembukaan Kantor Cabang Kaligondang

93 | Penyampaian Perjanjian Sewa Kantor Cabang 16 Agustus 2018
Pegedongan

94 | Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kantor | 20 Agustus 2018
Kembali

95 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR Semester | 21 Agustus 2018
Tahun 2018

96 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Prawoto 30 Agustus 2018

97 | Tanggapan Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR 31 Agustus 2018
Surya Yudhakencana Posisi 31 Oktober 2017

98 | Tanggapan atas Rencana Pembukaan Kantor Kas 3 September 2018

Kemranjen
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99 | Tanggapan atas Rencana Pembukaan Kantor Cabang 3 September 2018
Dukuhwaluh

100 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Agustus 3 September 2018

2018
101 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang 5 September 2018
Pagedongan
102 | Laporan Penutupan Kantor Kas Pagedongan 5 September 2018
103 | Laporan Pengangkatan Pejabat Ekektutif a.n Ikhwan 10 September 2018
Rudiyanto
104 | Permohonan Pindah Alamat Kantor Kas Dukuhwaluh 14 September 2018
105 | Tanggapan atas Laporan Tahunan Tahun 2017 17 September 2018
106 | Penyempaian Revisi Rencana Bisnis BPR (RBB) Tahun 20 September 2018
2018

107 | Penyampaian Revisi (kedua) Rencana Bisnis BPR (RBB) 24 September 2018
Tahun 2018

108 | Laporan Peserta TabunganKu Periode September 2018 1 Oktober 2018

109 | Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 3 Oktober 2018
Konsumen Periode Juli-September 2018

110 | Laporan Pelaksanaan Revisi Rencana Bisnis BPR (RBB) 3 Oktober 2018
Tahun 2018

111 | Revisi Data Aspek Pasar pada Permohonan Persetujuan | 4 Oktober 2018
Izin Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Kaligondang

112 | Laporan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Berbasis Laku 5 Oktober 2018
Semar Triwulan Il Tahun 2018

113 | Penyampaian Data Pengawasan BPR Triwulan Il Tahun 8 Oktober 2018
2018
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No Nama Laporan Tanggal Pelaporan

114 | Tanggapan Risalah Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR 8 Oktober 2018
Surya Yudhakencana Posisi 31 Oktober 2017

115 | Laporan pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Kemranjen | 8 Oktober 2018

116 | Permohonan lzin Efektif Pemindahan Alamat Kantor 9 Oktober 2018
Cabang dalam Wilayah Kabupaten yang Sama

117 | Tindak Lanjut Prudential Meeting PT BPR Surya 9 Oktober 2018
Yudhakencana Tahun 2018

118 | Laporan Pelaksanaan Revisi Rencana Bisnis BPR (RBB) 9 Oktober 2018
Tahun 2018

119 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Wiradesa 16 Oktober 2018

120 | Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Ill Tahun 2018 19 Oktober 2018

121 | Permohonan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang 22 Oktober 2018
Baturraden

122 | Tanggapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum PT 25 Oktober 2018
BPR Surya Yudhakencana

123 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Gumelar 25 Oktober 2018

124 | Permohonan Persetujuan prinsip Kantor Cabang Sragi 25 Oktober 2018

125 | Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang 29 Oktober 2018
Kaligondang

126 | Penyamapaian Data Pendukung Pembukaan Kantor 31 Oktober 2018
Cabang Baturraden

127 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode Oktober 1 November 2018
2018

128 | Laporan Pelaksanaan Pindah Kantor Cabang Wanayasa 1 November 2018

129 | Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif a.n Dicky 2 November 2018

Firman Tarigan
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130 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Wiradesa 5 November 2018

131 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas Gumelar 12 November 2018

132 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Sampang 14 November 2018

133 | Penyampaian Laporan rencana Edukasi untuk 14 November 2018
Meningkatkan Literasi keuangan Kepada Konsumen
dan/atau Masyarakat Periode Tahun 2019

134 | Penyampaian Kelengkapan Data Pendukung Rencana 15 November 2018
Pembukaan Cabang Sragi

135 | Pemberitahuan Perubahan Kantor Induk Kas Kalikajar 19 November 2018
dan Kas Bojong

136 | Laporan Penutupan Kantor Kas Kaligondang 19 November 2018

137 | Laporan Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang 19 November 2018
Kaligondang

138 | Laporan Pejabat Eksekutif a.n Sukirman 27 November 2018

139 | Penyampaian Bukti Perhitungan PPAP Kantor Cabang 27 November 2018
Utama dan Cabang Pasar Besar

140 | Penyampaian Revisi Proyeksi Neraca Pembukaan Kantor | 29 November 2018
Cabang Sragi

141 | Penyampaian Laporan rencana Kegiatan Inklusi 29 November 2018
Keuangan Tahun 2019

142 | Tanggapan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 29 November 2018
Tahun 2018

143 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Periode November | 3 Desember 2018
2018

144 | Tanggapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum PT 5 Desember 2018

BPR Surya Yudhakencana
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145 | Ucapan Terima Kasih 5 Desember 2018

146 | Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas Sampang 6 Desember 2018

147 | Rencana Pembukaan Kantor Kas Kawunganten 11 Desember 2018

148 | Laporan Fraud Pejabat Eksekutif 11 Desember 2018

149 | Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas Dukuhwaluh 12 Desember 2018

150 | Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang Baturraden | 12 Desember 2018

151 | Penyampaian Rencana Bisnis PT BPR Surya 13 Desember 2018
Yudhakencana Tahun 2019

152 | Penyampaian Koreksi BMPK Bulan Juni & Juli Tahun 18 Desember 2018
2018

153 | Tanggapan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 18 Desember 2018
Umum Tahun 2018

154 | Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang Sragi 20 Desember 2018

155 | Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas 20 Desember 2018
Dukuhwaluh

156 | Laporan Penyaluran Kredit Laku Semar Triwulan llI 20 Desember 2018

157 | Tanggapan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 21 Desember 2018
Umum Tahun 2018

158 | Penyampaian Koreksi Labul Bulan September 2018 atas | 21 Desember 2018
Temuan Kantor Otoritas Jasa Keuangan

159 | Pengiriman RUPSLB terkait Penggunaan Kantor Akuntan | 26 Desember 2018
Publik

160 | Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan 26 Desember 2018
Kembali Kantor

161 | Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas 27 Desember 2018

Kawunganten
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162 | Tanggapan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 31 Desember 2018
Umum Tahun 2018

163 | Penyampaian Pelaporan Realisasi Pengkinian Data 31 Desember 2018
periode Tahun 2018

164 | Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 31 Desember 2018
2019

2. Daftar Pelaporan ke Bank Indonesia

Tanggal Pelaporan

Nama Laporan

1 Laporan Peserta Produk TabunganKu Desember 2017 3 Januari 2018

2 Penyampaian Koreksi Labul Bulan Oktober 2017 29 Januari 2018

3 Laporan Peserta Produk TabunganKu Januari 2018 1 Februari 2018

4 Laporan Peserta Produk TabunganKu Februari 2018 2 Maret 2018

5 Laporan Peserta Produk TabunganKu Maret 2018 2 April 2018

6 Penyampaian Koreksi Laporan Bulanan Bl (audited) 20 April 2018

7 Laporan Peserta Produk TabunganKu April 2018 2 Mei 2018

8 Laporan Peserta Produk TabunganKu Mei 2018 4 Juni 2018

9 Laporan Peserta Produk TabunganKu Juni 2018 3 Januari 2018

10 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Juli 2018 1 Agustus 2018

11 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Agustus 2018 3 September 2018

12 | Laporan Peserta Produk TabunganKu September 2018 1 Oktober 2018

13 | Penyampaian Surat Izin Operasional Kantor Cabang 5 Oktober 2018
Pagedongan

14 | Laporan Peserta Produk TabunganKu Oktober 2018 1 November 2018
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15 | Penyampaian Koreksi Labul Bulan September 2018 29 November 2018
16 | Laporan Peserta Produk TabunganKu November 2018 3 Desember 2018

3. Daftar Pelaporan ke Pihak Afiliasi

Nama Laporan Instansi Tujuan

‘ Tanggal/Periode

Laporan

Pembaharuan Daftar Tagihan/ )
1 . 4 Januari 2018 LPDB-KUMKM
Piutang Lancar

Lembaga Penjamin Simpanan

2 |Pembayaran Premi 12 Januari 2018
(LPS)

Penyampaian Data Keuangan L
Lembaga Penjamin Simpanan

3 |dan Posisi Simpanan per 30 13 Januari 2018 (LPS)

Desember 2017

Pemberitahuan Perubahan L
Lembaga Penjamin Simpanan

4 |Susunan Dewan Komisaris dan 20 Maret 2018 (LPS)

Anggota Direksi

Pemberitahuan Perubahan )
5 29 Maret 2018 Bank Linkage

Pengurus

Penyampaian Laporan Tahunan . Lembaga Penjamin Simpanan
6 5 April 2018

2017 (LPS)

Penyampaian Laporan
7 [Triwulanan LPS Bulan Maret 5 April 2018
2018

Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS)

Laporan Penggunaan Jasa Baru .
8 . 17 April 2018 PPATK
Triwulan | Tahun 2018
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Tanggal/Periode e
Nama Laporan Instansi Tujuan
Laporan
. . Lembaga Penjamin Simpanan
9 |Laporan Audited 2017 27 April 2018
(LPS)
10 |Laporan Audited 2017 30 April 2018 KPP Pratama Purbalingga
Penyampaian Surat Pernyataan
11 |Petugas Pandaftar, Pelapor, 14 Mei 2018 PPATK
Penghubung dan Administrator
Surat Pengantar Pengiriman ) )
12 30 Mei 2018 Bank Linkage
Dokumen (Laporan Tahunan)
Pembaharuan Daftar )
13 . . 4 Juli 2018 LPDB-KUMKM
Tagihan/Piutang Lancar
Surat Tanggapan atas Pelaporan
14 |Pengguna Jasa Baru Triwulan IV 5 Juli 2018 PPATK
2016
Penyampaian Data Keuangan L
o . . Lembaga Penjamin Simpanan
15 |dan Posisi Simpanan per 30 Juni 13 Juli 2018 (LPS)
2018
Pemberitahuan Penambahan . .
16 . 18 Juli 2018 Bank Linkage
Modal Disetor
. . Lembaga Penjamin Simpanan
17 |Pembayaran Premi LPS 20 Juli 2018
(LPS)
Pemberitahuan Pelaksanaan
Kewajiban Surat Pernyataan . Lembaga Penjamin Simpanan
18 20 Juli 2018
Perubahan Pengurus atas nama (LPS)
Wahyu Rukmono
Penyampaian Data keuangan L
o o Lembaga Penjamin Simpanan
19 |dan Posisi Simpanan BPR posisi 15 Oktober 2018 (LPS)
30 September 2018
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4. Pemberitahuan di Media Massa

Dalam hal keterbukaan informasi, BSY juga menggunakan jasa media massa dalam

pembuatan berita atau pers release diantaranya:

No Rilis Media Terbit
1 | Bank Surya Yudha Bagi-bagi Hadiah Radar Banyumas Selasa, 2 Januari
2018
2 | BSY Bukukan Aset Rp 2,6 Triliun Suara Banyumas Selasa, 2 Januari
(Sesi 3/ Suplemen 2018
Lokal Suara
Merdeka)
3 | BSY Serahkan Hadiah Dua Mobil Suara Banyumas | Senin, 8 Januari 2018
Avanza (Sesi 3/ Suplemen
Lokal Suara
Merdeka)
4 | BPR BSY Perluas Pelayanan Suara Banyumas Selasa, 10 Januari
(Sesi 3/ Suplemen 2018
Lokal Suara
Merdeka)
5 | Perbankan Sasar Wilayah Pelosok Suara Banyumas Selasa, 19 Januari
(Sesi 3/ Suplemen 2018
Lokal Suara
Merdeka)
6 | Awal Tahun BSY Bagikan 19 Sepeda Suarar Banyumas Kamis, 15 Februari
Motor 2018
7 | Selamat dan Sukses HUT ke 68 Suara Suara Banyumas Sabtu, 10 Februari
Merdeka 2018
8 | Dukungan Bank Surya Yudha untuk . .
i Satelite Post Rabu, 4 April 2018
Potensial Lokal
9 | BSY Akan Ekspansi ke Lima Kabupaten | Suara Banyumas | Senin, 16 April 2018
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\[o) Rilis ‘ Media Terbit

10 | Tenny Yanutriana Jabat Komisaris . .
Radar Banyumas | Senin, 16 April 2018

Utama BSY
11 | Event IDST HUT BSY ke-26 Banyumas TV Kamis, 19 April 2018
12 | Laporan Publikasi Keuangan Suara Merdeka Senin, 30 April 2018
13 | Event IDST HUT BSY ke-26 Trans 7 Sabtu, 5 Mei 2018

14 | BSY Akan Ekspansi ke Lima Kabupaten | Suara Banyumas Senin,21 Mei 2018

15 | Tingkatkan Layanan, BSY Buka Kantor

) Suara Merdeka Jumat, 22 Juni 2018
Kas Bojong

16 | Bintang Lima Untuk BSY Suara Merdeka Senin, 9 Juli 2018

17 | BSY Luncurkan Tabungan Berbonus ) )
Suara Merdeka Kamis, 26 Juli 2018

Piknik Gratis
18 | BSY Group Bantu Korban Gempa & Jumat, 14 Desember
] Suara Merdeka
Tsunami Palu 2018
19 | BSY Serahkan 2 Unit Avanza Kepada Rabu, 26 Desember
) ) Suara Merdeka
Pemenang Undian Simpanan 2018
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XIl. SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh
Kepala Divisi dimana kedudukan sesuai dengan struktur organisasi yaitu bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsinya, SKAI wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Kepala Divisi dan Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Satuan Kerja Audit
Intern terbagi menjadi 2 tim yaitu Tim A dan Tim B yang masing-masing dipimpin oleh Kepala
Bagian dengan tim terdiri dari 5 orang personil tim A dan 5 orang personil tim B.

Profil Pejabat Eksekutif SKAI
Andi Pratiswo, Kepala Divisi

Menjabat sebagai Kepala Divisi SKAl berdasarkan SK Direksi No.19/DIR/Prs/IV/18 tanggal 13
April 2018. Lahir di Banjarnegara 26 November 1978, memiliki latar belakang pendidikan
terakhir SMK Cokroaminoto Banjarnegara lulus pada tahun 1999. Bergabung dengan BSY
pada bulan Maret 2000.

Wirasto, Kepala Bagian Tim A

Menjabat sebagai Kepala Bagian berdasarkan SK Direksi No.254/DIR/PRS/XI/16 tanggal 22
November 2016. Lahir di Sragen 12 Desember 1979, memiliki latar belakang pendidikan
terakhir S1 STIE LPI Makasar lulus pada tahun 2004. Bergabung dengan BSY pada bulan Mei
2007.

Suroso, Kepala Bagian Tim B

Menjabat sebagai Kepala Bagian berdasarkan SK No. 398/DIR/HRD/V/18 25 Mei 2018. Lahir
di Banjarnegara 29 September 1974, memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1 Jurusan
Manajemen UPN Djogjakarta lulus pada tahun 1998. Bergabung dengan BSY pada bulan Juni
1999.
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Visi dan Misi SKAI

Visi: Menjadikan BSY tertib administrasi dan bebas manipulasi dalam rangka menunjang
efektifitas dan meningkatkan kinerja BPR.

Misi :
1. Meningkatkan disiplin, prestasi kerja serta tercapainya sasaran BPR.
2. Memberikan peringatan dini (Earl Warning System) bagi manajemen.

3. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan kerugian BPR.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
Adapun tugas dan tanggung jawab SKAI, meliputi :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan
operasional BSY yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil
audit.

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan
kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dan dana.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Wewenang SKAI
Dalam melaksanakan tugasnya SKAI memiliki wewenang, antara lain :

1. Memiliki akses penuh dan tidak terbatas atas segala data dan informasi perusahaan
untuk keperluan proses audit.

2. Melakukan review dan evaluasi terhadap sistem kerja pada semua unit kegiatan di
lingkungan BSY.

3. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit intern secara
independen.
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Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan
tugas SKAI.

Mendapatkan akses kepada pihak ekstern, yaitu nasabah ataupun pihak lain untuk
melakukan verifikasi dalam bentuk wawancara maupun pemeriksaan lainnya dalam
rangka proses audit.

Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjut yang telah,
sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada Direksi tembusan kepada Dewan
Komisaris.

Laporan Hasil Audit Tahun 2018

Hasil audit SKAI tahun 2018 antara lain :

1.

Melakukan pemeriksaan rutin di Kantor Pusat (14 Bagian), 24 Kantor Cabang dan 48
Kantor Kas.

Membuat 25 buah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan sasaran pada bidang Umum,
Personalia, Pembukuan, Tabungan, Deposito, Kasir, APUPPT dan Kredit.

Telah melakukan pemeriksaan pada bidang teknologi informasi pada bulan 20 April 2018
dan membuat Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi.

Telah membuat bukti temuan dan bukti koreksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut
di atas dengan tanggapan pimpinan tertinggi satuan kerja yang diperiksa.

Memberikan saran atas hasil temuan pemeriksaan untuk melakukan koreksi sesuai
ketentuan yang berlaku.

Melakukan pemantauan dan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan intern maupun ekstern.

Telah melakukan pemeriksaan sidak dan pemeriksaan malam.
Telah melakukan pemeriksaan khusus.

Memberikan materi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru
mengenai sistem audit BPR dan contoh tindakan fraud dan penanganannya.
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10. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Karyawan Bank, Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Perusahaan, Code Of Conduct (COC) BPR, Tugas dan Wewenang
(STW) dan ketentuan intern lainnya.

11. Membuat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
a. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Tahun 2017.
b. Laporan Audit Intern Teknologi Informasi Tahun 2017.

c. Laporan Audit Khusus atas hal-hal yang terjadi di tahun 2018.
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Xill. KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang sangat penting. Dimana
BPR merupakan industri keuangan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu
kepatuhan merupakan tanggungjawab seluruh individu BPR yang harus dapat diwujudkan
menjadi budaya kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya
budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.

BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan intern, peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR dan Dewan
Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Penerapan fungsi kepatuhan BPR secara struktural dilakukan dengan diangkatnya Direktur
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat
pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR
terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas
lain seperti Bank Indonesia (Bl), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penerapan fungsi kepatuhan BPR secara
struktural dilakukan dengan diangkatnya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan
dibentuknya Satuan Kerja Kepatuhan. Fungsi Kepatuhan BSY dijalankan oleh Satuan Kerja
Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang berada di bawah naungan Kepala Bagian yang
bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Divisi. Adapun tugas dan fungsi kepatuhan adalah
membantu perusahaan dalam penilaian independen terhadap kegiatan manajemen
perusahaan telah dilakukan secara patuh terhadap peraturan, ekonomis, efisien dan efektif
serta menciptakan budaya kepatuhan.
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Struktur Organisasi Kepatuhan

Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Divisi TMS
(Training, Marketing
Communication, Satuan Kerja
Kepatuhan & Manajemen Risiko)

Satuan Kerja Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

Teknis Pemantauan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan
dan wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Penerapan fungsi kepatuhan terkait
pemenuhan komitmen atas penyelesaian hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mewajibkan Direksi melaporkan tindak lanjut pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Selain itu juga melaporkan secara rutin Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKT) kepada PPATK sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2018

Kepatuhan BSY terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan,
perjanjian dan komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas lainnya
diwujudkan dengan pelaksanaan peran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan
didukung oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang berkoordinasi dengan seluruh unit kerja yang
ada di perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
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Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

bersama Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1.

10.

11.

12.

Menyusun kebijakan tata urutan peraturan perundangan terkait seluruh ketentuan
intern yang dikeluarkan BSY.

Melakukan pengkajian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada unit kerja
untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Memberikan opini kepatuhan terhadap penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja
yang berlaku.

Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh
aktivitas BPR terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia (Bl), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian
dengan pihak lainnya.

Menyampaikan laporan kepatuhan secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan (Laporan Kepatuhan) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

Menyampaikan Laporan Self Assessment GCG secara tahunan.

Melaporkan secara rutin Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (TKM) kepada PPATK sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan Bank Indonesia (BI)
atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundangan yang berlaku.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk mengoptimalkan aktivitas BPR
yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan.

Mengevaluasi fungsi kepatuhan di kegiatan bisnis BPR dan kinerja unit kerja di bawah
koordinasinya.

Melakukan monitoring dan sosialisasi atas terbitnya ketentuan internal dan atau
eksternal kepada seluruh jajaran karyawan.

Memastikan terpenuhinya komitmen atas Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atau otoritas lainnya sesuai batas waktu yang ditentukan.
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Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

BSY terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan APU dan PPT khususnya terkait

kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK sebagai
wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No0.12/P0OJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, BSY juga telah

melakukan:
1. Pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara rutin setiap tahunnya.
2. Membuat dan mengadministrasikan daftar nama nasabah yang mirip dengan nama
teroris.
3. Melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa:
a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan/atau Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM)
b. Laporan triwulanan pengguna jasa baru.
4. Pengkinian data nasabah secara berkelanjutan.
5. Pengkinian terhadap dokumen-dokumen dan ketentuan Penerapan APU PPT disesuaikan

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru.

Tabel data jumlah pelaporan LTKT dan LTKM tahun 2018:

LTKT 195

LTKM 3

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 79



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

XIV. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern keuangan dan operasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI) berdasarkan best practive yang meliputi:

1. Keefektifan dan efisiensi operasional, meliputi pencapaian tujuan atau target termasuk
juga kinerja, tingkat profitabilitas dan keamanan sumber daya (aset).

2. Pelaporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya.

3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sudah dipatuhi
dengan semestinya.

Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan mengamati, meneliti proses
kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan
yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui Internasional

1. Prosedur analitis terdiri dari kegiatan yang mempelajari dan membandingkan data yang
memiliki hubungan untuk mengahasilkan bukti analitis.

2. Menginspeksi yaitu meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara
mendalam atas dokumen catatan atau pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud,
dengan cara ini auditor dapat membuktikan keaslian suatu dokumen.

3. Mengkonfirmasi yaitu suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor
untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independent dari luar perusahaan.

4. Mengajukan pertanyaan, dimana hal ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis yaitu
pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber intern pada perusahaan atau pada pihak luar.

5. Menghitung dengan prosedur yang paling umum dilakukan yaitu :
a. Melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud.
b. Menghitung dokumen bernomor tercetak.

Tindakan yang pertama dimaksudkan untuk mengevaluasi bukti fisik dari jumlah
yang ada sedangkan yang kedua merupakan cara untuk mengevaluasi bukti
dokumen khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi.
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6.

7.

Menelusuri kegiatan yang biasa dilakukan yaitu :
a. Memilih dokumen yang di buat pada saat transaksi terjadi.

b. Menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat
dalam catatan akuntansi.

Mencocokkan ke dokumen, meliputi :
a. Memilih jurnal tertentu dalam catatan akuntansi.

b. Mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan jurnal
tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian transaksi yang dicatat.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

1.

Tersedia data yang dapat dipercaya yaitu manajemen harus mempunyai sumber
informasi yang akurat atas operasi perusahaan, beragam informasi dengan area yang
luas akan sangat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat.

Pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan yaitu bentuk fisik dari harta
perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal
tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan
terjadi dengan harta perusahaan yang tidak berbentuk fisik seperti piutang, dokumen-
dokumen penting, dan catatan lainnya, sehingga harus dilakukan peningkatan sistem
pengamanan harta perusahaan tertentu dan catatan atau dokumen penting lainnya.
Dengan sistem komputer, jumlah data yang tersimpan dalam file magnetic tape juga
dapat dicuri dan dimusnahkan, sehingga pengawasan dan pengamanan atas sistem
komputerisasi harus dilakukan dengan ketat.

Mempromosikan efisiensi dalam bidang operasional yaitu pengawasan yang berada
dalam organisasi perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan,
melindungi segala hal yang mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas
penggunaan sumber-sumber dalam perusahaan yang tidak efisien.

Menyarankan dipatuhinya semua kebijaksanaan tertulis yaitu manajemen mempunyai
suatu misi yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan
perusahaan. Sistem pengendalian internal diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua
karyawan.
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Jumlah Penyimpangan Intern

Penyimpangan internal (internal fraud) vyaitu penyimpangan atau kecurangan terkait
keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap dan karyawan
kontrak yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh
Direksi Dewan Karyawan Karyawan Tidak
Dalam 1 Komisaris Tetap Tetap
LELUT
2017 ‘ 2018 ‘ 2017 ‘ 2018 2017 2018 2017 2018
Total Fraud - - - - 6 7 2 2
Selesai - - - - 6 7 2 2

Dalam proses - - - - - - - -
penyelesaian
internal

Belum - - - - - - - -
diupayakan
penyelesaian

Telah - - - - - - - -
ditindaklanjuti
melalui proses
hukum
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XV. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Dari jumlah nasabah sebanyak 284.815 nasabah, terdapat perkara hukum yang dihadapi BSY
pada tahun 2018 seluruhnya sebagai berikut.

Permasalahan Hukum Perdata Pidana
Telah selesai 15 -
Dalam proses penyelesaian 1 2
Total 16 2

Perkara yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Menjabat di Tahun 2018

Selama periode tahun 2018, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSY yang
sedang menjabat memiliki perkara hukum penting terkait perdata maupun pidana.

Sanksi Administrasi
Di tahun 2018 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh OJK yaitu :

1. Denda senilai Rp40.000 atas kesalahan laporan bulanan untuk periode 30 September

2018 sebanyak 4 item (Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2018) dan telah dibayarkan pada
tanggal 21 Januari 2019.

2. Denda senilai Rp1.500.000 atas kesalahan terlambat dalam menyampaikan laporan

penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan telah dibayarkan pada tanggal 21
Januari 2019.
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XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, BSY melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena
hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak
berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Pihak-
pihak berelasi BSY diantaranya adalah sebagai berikut.

Pihak Berelasi Sifat Hubungan ‘ Sifat Transaksi
PT BPR Surya Yudha Dimiliki oleh Komisaris Penempatan Dana
Utama
PT Surya Yudha Park Dimiliki oleh Komisaris Kredit yang diberikan,
Utama Penempatan Dana
PT Kusuma Agung Sejahtera Dimiliki oleh Komisaris Kredit yang diberikan,
Utama Penempatan Dana
Dewan Komisaris, Direksi dan | Pengurus Kredit yang diberikan,
Pejabat Eksekutif Penempatan dana.

Di tahun 2018 BSY tidak memiliki transaksi yang dinilai mengandung benturan kepentingan.
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XVIl. MANAIJEMEN RISIKO

Acuan dasar penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
No.13/P0OJK.03/2015.

Manajemen Risiko diterapkan melalui suatu kerangka kerja dan Tata Kelola Manajemen
Risiko dan mengikuti tahapan proses manajemen risiko yaitu identifkasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko pada semua level.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen
Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi BPR serta lebih terfokus pada
risiko yang relevan pada aktivitas fungsional BPR.

BSY telah melakukan penyusunan kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko
sejak tahun 2017 guna memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan
Manajemen Risiko yang telah disusun BSY telah memuat antara lain:

1. Ruang Lingkup Manajemen Risiko.

2. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
4

Kecukupan Proses dan Sistem.

b

Sistem Pengendalian Intern.

6. Profil Risiko:

a. Manajemen Risiko Kredit.

b. Manajemen Risiko Operasional.
c. Manajemen Risiko Kepatuhan.
d. Manajemen Risiko Likuiditas.

e. Manajemen Risiko Reputasi.

f. Manajemen Risiko Stratejik.
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7. Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi BSY terus melengkapi kebijakan pengelolaan
risiko yang diperlukan melalui penyusunan dan pemberlakuan berbagai kebijakan dan
prosedur yang terkait implementasi Tata Kelola.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko BSY dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko
yang digabungkan dengan Satuan Kerja Kepatuhan menjadi Satuan Kerja Kepatuhan dan
Manajemen Risiko (SKKMR) dibawah naungan Divisi TMS (Training, Marketing
Communication dan Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko).

Terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, BSY juga memiliki:

1. Komite Manajemen Risiko yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur
Utama atas kebijakan mengenai Manajemen Risiko di BSY.

2. Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPR.

Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2018

Penerapan manajemen risiko BSY di tahun 2018 diantaranya:

1. Melakukan penerapan Manajemen Risiko terhadap 3 risiko yaitu:
a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan
debitur mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat
dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan,
kinerja maupun tingkat kesehatan BPR.

Aktivitas manajemen risiko Kredit yang akan diterapkan oleh BSY di tahun 2018 adalah:
1) Menetapkan kebijakan mengenai kewenangan persetujuan Kredit.

2) Melakukan evaluasi atas kebijakan Perkreditan.
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3)

4)

5)
6)
7)

Melaksanakan fungsi komite Kredit dalam memutuskan pemberian,
perpanjangan, ataupun pengurangan fasilitas Kredit kepada debitur.

Melaksanakan fungsi credit review dalam memberikan rekomendasi diterima
atau ditolaknya suatu proposal Kredit.

Melakukan analisa portfolio Kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai.
Memeriksa debitur secara berkala untuk mengetahui kolektibilitas debitur.

Melakukan pengawasan atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok Kredit
yang sedang berjalan, untuk mengetahui secara dini kondisi debitur.

Usaha-usaha yang dilakukan secara khusus untuk mengelola risiko Kredit di tahun

2018 adalah:

1) Memantau Account Officer (AO) dalam menangani keterlambatan angsuran
dalam batas 1 sampai 3 bulan.

2) Melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur yang mengalami
keterlambatan pembayaran angsutan.

3) Mengirimkan surat peringatan penjualan agunan.

4) Melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil kerja petugas Penyelesaian
Kredit Bermasalah (PKB).

5) Melakukan negosiasi penyelesaian Kredit bermasalah dengan debitur beserta.

6) Melakukan gugatan sederhana bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri
Banjarnegara.

7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bagi petugas
Account Officer (AO) dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) melalui
kegiatan pendidikan, pelatihan maupun seminar.

8) Melakukan lelang terhadap Kredit-Kredit bermasalah melalui badan lelang
KPKNL.

9) Bekerjasama dengan pihak Kepolisian guna melakukan tindakan preventif

dalam hal terjadi penggelapan/kehilangan agunan (terutama kendaraan
bermotor).
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10) Pemetaan Kredit bermasalah berdasarkan prioritas penanganan Kredit
bermasalah.

11) Melakukan penjualan agunan.
b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan bagian melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari
yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegagalan sistem, kesalahan karena faktor
manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini
dapat menyebabkan terjadinya kerugian BPR sehingga berakibat kepada penurunan
kinerja dan Tingkat Kesehatan BPR.

Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko operasional di tahun 2018
adalah:

1) Meningkatkan fungsi pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAL).

2) Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan
unusual transaction secara harian.

3) Menetapkan limit dan wewenang untuk meminimalkan risiko operasional dan
secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang /imit dan wewenang aktivitas
operasional tersebut.

4) Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai
dengan profil risiko operasional.

5) Mengadministrasikan data histori risiko operasional untuk keperluan
pengukuran besarnya risiko.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,
termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum, yaitu perilaku
BPR yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perilaku BPR yang menyimpang atau bertentangan dari
standar yang berlaku secara umum.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 88



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa

proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko

kepatuhan yang berpotensi terjadi.

Aktivitas Manajemen Risiko untuk mengantisipasi risiko kepatuhan di tahun 2018

adalah:

1) Melakukan review SOP (Standard Operating Procedure) terhadap seluruh
produk dan bagian di BPR disesuaikan dengan kondisi terkini BPR.

2) Mengkomunikasikan kebijakan baik intern maupun ekstern kepada seluruh
karyawan pada setiap jenjang organisasi.

3) Melakukan kajian terhadap seluruh konsep kebijakan dan ketentuan yang akan
ditetapkan dan memastikan bahwa seluruh konsep tersebut tidak melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Memasukkan materi aspek hukum perbankan kedalam In House Training (IHT)
Next Gen (karyawan baru).

5) Membuat timeline daftar kewajiban bulanan yang harus dilaksanakan,
terutama kewajiban terkait kewajiban dengan pihak ekstern, yang kemudian
dikirimkan kepada seluruh kantor BSY.

6) Melakukan pengecekan terhadap dokumen pengajuan Kredit sebelum
pencairan dengan plafon kewenangan kepala wilayah ke atas.

7) Melakukan kunjungan ke kantor-kantor bagian/cabang/kas untuk meninjau
kembali tingkat kepatuhan kantor tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.

8) Menyusun Laporan Profil Risiko dan melaporkan kepada OJK setiap semester.
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Laporan Profil Risiko Tahun 2018

Penilaian Per Posisi

Jenis Risiko Tingkat Risiko = Tingkat Kualitas Penerapan . ..
. L. Tingkat Risiko
Inheren Manajemen Risiko
Risiko Kredit Sedang Cukup Memadai 3
Risiko Operasional Sedang Cukup Memadai 3
Risiko Kepatuhan Sedang Cukup Memadai 3

Peringkat Risiko 3 (sedang)

Dari hasil analisis terhadap hasil self-assessment di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
masing-masing risiko memiliki keterkaitan satu sama lain. Risiko Opersional dan Risiko Kredit
memiliki keterkaitan langsung terhadap aktivitas inti BPR dan membutuhkan perhatian lebih
dari manajemen, sedangkan untuk Risiko Kepatuhan memiliki keterkaitan langsung dengan
pihak ekstern terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
lainnya yang berlaku. Dari semua jenis risiko terdapat hal penting yang harus ditingkatkan
yaitu diformulasikannya Sistem Informasi Manajemen Risiko yang lebih baik agar
pelaksanaan Manajemen Risiko dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Agar pengelolaan risiko
menjadi lebih baik lagi dan nilai tingkat risiko semakin menurun, maka BPR harus
meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) di seluruh jenis risiko dan
harus menerapkan Budaya Sadar Risiko dalam aktivitas kerja di seluruh level sumber daya
manusia BPR.
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XVIIl. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pelaksanaan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan wujud komitmen BSY
untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable develpoment).
Melalui program-program Corporate Sosial Responsibility (CSR), BSY telah turut
berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka mendorong
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, BSY berharap dapat membantu mengatasi
masalah sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program-program CSR, karena
masyarakatlah yang membesarkan nama BSY.

Dalam perkembangannya BSY terus menerus berupaya menyempurnakan dan
mengembangkan program-program CSR agar dapat lebih memberikan dampak positif bagi
BSY sendiri maupun masyarakat di sekitar.

Kebijakan CSR BSY

Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSY, disusun berdasarkan
perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada
kebijakan BSY. Sebagai strategi agar dalam menyusun rencana program CSR tepat sasaran
dan tepat guna, pelaksanaan program CSR didasarkan dari hasil survei serta pemetaan
kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, program yang telah disusun itu
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan dan melakukan kemitraan
dengan pemangku kepentingan lain. Agar program dapat terealisasi dengan baik dan
memberikan manfaat yang maksimal, maka metode pelaksanaan program disesuaikan
dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,
utamanya pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung.

Pelaksanaan CSR biasanya dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan
sesuai dengan anggaran dana yang telah ditetapkan.

Dana CSR

Sebagai wujud komitmen BSY dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti,
perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk
mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Adapun dana CSR
tahun 2018 sebesar Rp541 juta dengan rincian sebagai berikut.
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Biaya
Kegiatan CSR (Rp jutaan)

1 Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan 188
kerja

3 Pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Kegiatan rohani 253
Kegiatan social 88
Keamanan 2

4 CSR terkait nasabah 10

TOTAL 541

Pelaksanaan Program CSR
1. Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

BSY berupaya untuk berperan aktif langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan
melalui beberapa hal sebagai berikut.

a. Adanya surat himbauan dari Direksi mengenai:
1) Efisiensi penggunaan kertas (paperless) dengan cara:

a) Mempergunakan kembali kertas bekas (kertas yang satu sisi bagiannya
pernah dipakai namun sisi yang lain masih bersih dan bisa digunakan untuk
mencetak) untuk pengajuan berkas yang masih bersifat draft.

b) Meminimalisir penggunaan tisu. Kantor hanya menyediakan tisu pada
tempat-tempat tertentu misalnya seperti kamar mandi, ruang tamu, ruang
rapat dan ruang kerja Direksi serta Komisaris.

2) Upaya penghematan listrik dengan cara:

a) Mematikan penerangan dan perangkat elektronik pada ruang rapat yang
tidak digunakan.

b) Mematikan seluruh penerangan dan perangkat elektronik ruang kerja dan
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2.

ruang rapat jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor.
c¢) Menyalakan lampu kamar mandi secukupnya.
d) Pemeliharaan unit AC secara berkala.
e) Pengecekan panel dan instalasi listrik secara berkala.
3) Konsumsi air

Dalam keseharian kami selalu menghimbau karyawan untuk melakukan
penghematan air dengan cara:

(1) Menggunakan air seperlunya.

(2) Membuka kran separuh putaran sehingga air yang keluar tidak
berlebih.

(3) Mengganti kran, shower yang bocor atau tidak bekerja dengan baik.
(4) Merawat peralatan pipa air, kran dan penampungan air dengan baik.
(5) Memperbaiki kebocoran atau rembesan dari kran, wastafel & closet.

(6) Memperbaiki instalasi pipa air yang rusak.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja

BSY berkomitmen untuk memperlakukan tenaga kerja (karyawan) sebagai aset yang
berharga bagi perusahaan dengan beberapa kebijakan yang dilakukan terkait
dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2018
diantaranya:

1) Melakukan penilaian kerja secara berkala sebagai dasar penentuan reward and
punishment dan jenjang karir.

2) Memberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan Kementrian tenaga Kerja yaitu
12 hari dalam 1 tahun.

3) Memberikan upah dan gaji di atas batas UMR masing-masing Kabupaten
dimana terdapat kantor BSY.

4) Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat internal
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maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi seluruh karyawan.

5) Mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jaminan Kecelakaan
Kerja.

6) Mengikuitsertakan para karyawannya dalam program persiapan pensiun yaitu
melalui fasilitas JHT (Jaminan Hari Tua) melalui BPJS ketenagakerjaan dan juga
kepesertaan pada Tabungan Pensiun dalam internal BSY sendiri.

7) Mengadakan medical check up rutin tahunan bagi pejabat yang berusia 40
tahun ke atas.

8) Mendatangkan secara rutin petugas cek kesehatan mata gratis untuk para
karyawan.

9) Membuat dan memasang poster indikator urine di seluruh kamar mandi kantor
BSY.

10) Mengadakan kegiatan olah raga rutin mingguan untuk para karyawan.

11) Adanya uang santunan duka cita untuk keluarga karyawan yang meninggal
dunia.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial dan
Kemasyarakatan

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan di masa yang akan
datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku
kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat yang kuat
dan partisipatif.

Berikut adalah aktivitas Tanggung Jawab Sosial BSY yang di kelompokan kedalam 6
bidang yaitu bidang rohani, sosial dan keamanan.

a. Bidang Rohani

1) Turut serta dalam perayaan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan
hewan kurban berupa kambing, yang dilakukan oleh masing-masing kantor
baik kantor cabang maupun kantor kas, dengan jumlah total 79 ekor.

2) Pemberian bantuan dana untuk TPQ dan pembangunan dan renovasi
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tempat ibadah di wilayah kerja BSY.

3) Pemberian bantuan dana terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka
perayaan Hari Besar Keagamaan.

b. Bidang Sosial

1) Bantuan berupa santunan kepada yayasan-yayasan sosial yang berada di
wilayah kerja BSY.

2) Bantuan kepada warga kurang mampu di wilayah kerja BSY.
3) Bantuan korban bencana alam.

4) Bantuan air bersih ke daerah kekurangan air yang berada di wilayah kerja
BSY.

c. Bidang Keamanan

Pemberian bantuan uang keamanan dan rehabilitas pos keamanan.

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Nasabah

BSY berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabahnya,
oleh karena itu BSY melakukan hal-hal terkait dengan bentuk tanggung jawab sosial
pada tahun 2018 berupa:

1) Adanya bentuk pelayanan terhadap pengaduan nasabah baik secara lisan
melalui Call Center maupun secara tertulis melalui formulir pengaduan nasabah
dan/atau surat tertulis, dan melakukan penyelesaian sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

2) Mengadakan program rutin tahunan terencana dalam bentuk pelaksanaan
edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan nasabah dan/atau
masyarakat di wilayah kerja BSY.

3) Memberikan ungkapan bela sungkawa terhadap nasabah dan/atau keluarga
nasabah yang meninggal dunia dengan mengirimkan karangan bunga maupun
sumbangan bela sungkawa.
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XIX. PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Manajemen BSY sangat peduli terhadap risiko adanya benturan kepentingan, oleh karena itu
di tahun 2016 BSY menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct).

PT BPR Surya Yudhakencana sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berkomitmen untuk
melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola
perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan.
Penyusunan Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan
menjabarkan nilai-nilai dalam Budaya Kerja BSY ke dalam interpretasi perilaku yang terkait
dengan etika bisnis dan tata perilaku.

BSY mengakui bahwa karyawan adalah manusia yang tidak dapat selalu berlaku sempurna
dan seringkali dihadapkan pada situasi dimana kepentingan pribadinya bertolak belakang
dengan kepentingan BPR. Situasi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi BPR,
namun juga berimplikasi pada reputasi, integritas dan kehormatan karyawan itu sendiri, oleh
karena itu dibutuhkan pedoman etika bisnis dan tata perilaku sebagai panduan dalam
bertindak.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi
Komisaris termasuk perangkatnya, Direksi dan karyawan dalam mengelola BPR guna
mencapai visi, misi dan tujuan BPR melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai
tambah kepada BPR.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) berlaku bagi semua level organisasi.

Maksud dan Tujuan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

1. Penerapan Code of Conduct ini dimaksudkan untuk:

a. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan visi dan misi
BPR.

b. Dijadikan kriteria dalam menilai apakah individu di dalam BPR telah berperilaku
sesuai dengan yang diinginkan BPR, atau menyimpang dari peraturan tersebut.

c. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh
individu dalam BPR pada pelaksanaan tugasnya.
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d. Menjadi acuan perilaku seluruh individu BPR dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

e. Menjelaskan secara terperinci tentang standar etika agar seluruh individu dalam
BPR dapat menilai segala bentuk kegiatan yang diinginkan, dan membantu
memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

2. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPR
secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholders,
sehingga pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal dan dengan
tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi BPR.

b. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan
maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan.

c. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti dalam
melaksanakan tugas.

d. Menjadi acuan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-
masing dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

e. Menjelaskan secara rinci standar etika agar dapat menilai bentuk kegiatan yang
diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan
dalam bertindak.

f. Dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong perbaikan terhadap pelayanan
mutu, pengelolaan BPR, pengembangan nilai BPR, dan pada akhirnya menuju pada
peningkatan reputasi dan citra BPR.

Standar Etika Bisnis
1. Mendukung Budaya Kerja Perusahaan
Implementasi:

a. Memiliki sikap yang berani untuk berkata dan bertindak yang benar, sesuai dengan
etika perusahaan dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.
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b. Memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang merupakan kewajiban
setiap karyawan.

c. Memiliki wawasan, sikap dan pandangan yang jauh ke depan untuk membangun
perusahaan ke arah yang lebih baik.

d. Konsisten dalam melaksanakan tugas, tepat waktu, serta menjunjung tinggi dan
menaati Kode Etik Perbankan serta Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

e. Bekerja dengan mengutamakan teamwork dengan metode dan tujuan yang
disepakati bersama, untuk kepentingan perusahaan.

f. Bersikap objektif, yang berlandaskan kejujuran dan tidak memihak kecuali kepada
kebenaran.

g. Rasa memiliki yang tinggi dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan
kerja.

2. Perlakuan Adil Kepada Seluruh Karyawan

BPR memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dalam berkarir dan
mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

Implementasi:

a. Penilaian kinerja karyawan didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja serta
tidak dipengaruhi oleh subyektifitas.

b. Tidak ada perbedaan dalam kesempatan berkarir baik untuk karyawan laki-laki
maupun perempuan.

c. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban untuk karyawan laki-laki maupun
perempuan, perbedaan hanya berdasarkan pada level jabatan yang dimiliki.

3. Anti Diskriminasi dan Pelecehan

BPR tidak mentolerir (zero tolerance) segala tindakan diskriminasi dan pelecehan yang
didasari oleh perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan
maupun kapabilitas dalam bentuk apapun. Segala bentuk ancaman dan tindak
kekerasan di tempat kerja akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Implementasi:

Di dalam Perjanjian Kerja Bersama perbuatan asusila maupun menjurus asusila baik di
lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan seperti pelecehan seksual (sexual
harassment) dan perbuatan menyerang, menganiaya, mengancam atasan atau sesama
karyawan dan/atau keluarganya termasuk kategori pelanggaran berat dengan sanksi
PHK.

4. Keamanan di Tempat Kerja

BPR mengutamakan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja, yang harus
didukung oleh seluruh karyawan dengan menjaga kesehatan, kebersihan dan
kedisiplinan agar terhindar dari risiko di lingkungan kerja.

Implementasi:

a. BPR memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama melalui penerapan prosedur
tata tertib keselamatan kerja, kesehatan & kebersihan, serta keamanan.

b. Upaya perlindungan kerja ditujukan agar karyawan terhindar dari risiko kerja dan
penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

5. Penggunaan Fasilitas Perusahaan

BPR menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai dan hanya dapat
digunakan oleh karyawan untuk mendukung pekerjaan.

Implementasi:

Peralatan dan fasilitas yang disediakan digunakan karyawan hanya saat melaksanakan
pekerjaan untuk kepentingan BPR, serta wajib mengikuti prosedur yang berlaku.

6. Aktivitas Di Luar Perusahaan

Karyawan dalam kapasitasnya sebagai individu dapat berpartisipasi sebagai anggota
suatu organisasi/asosiasi maupun kegiatan lain di luar BPR yang tidak menggangu
kinerja dan konsentrasinya dalam bekerja.

Implementasi:

a. Karyawan sebagai warga negara juga memiliki kebebasan dalam berpolitik namun
tidak diperkenankan menjadi pengurus/anggota partai politik.
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b. Sesuai dengan SK Direksi mengenai kegiatan usaha/bisnis diluar kegiatan
perusahaan, maka seluruh karyawan tidak diperkenankan menjalankan usaha/bisnis
diluar kegiatan bekerja pada BPR.

7. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

Seluruh informasi milik BPR berstatus proprietary right (hak kepemilikan perusahaan
yang tidak bisa dimiliki pihak lain tanpa izin).

Implementasi:

a. Setiap karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi sesuai
ketentuan yang berlaku.

b. Karyawan tidak berhak dan tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi
perusahaan dan nasabah kepada pihak ketiga dalam kondisi apapun, kecuali
memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari pejabat yang berwenang dan/atau
diperbolehkan oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

c. Setiap karyawan yang memiliki akses terhadap informasi sensitif perusahaan
dilarang untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain (insider
information).

d. Karyawan wajib menyimpan informasi rahasia di tempat yang aman agar tidak
memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak berwenang
dapat melihat, mengetahui, mencatat dan/atau menggandakan informasi tersebut.

e. Pembuatan, pencatatan, dan/atau pelaporan informasi mempertimbangkan aspek
kelengkapan, akurasi, kerahasiaan, dan kebenaran informasi, serta dapat
dipertanggungjawabkan, dan menghindari terjadinya hal-hal yang menyesatkan
bagi pengguna informasi atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan
keputusan.

8. Hubungan dengan Nasabah
Integritas adalah faktor kunci dalam membangun reputasi dan kepercayaan nasabah.
Implementasi:

a. BPR berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada nasabah tanpa
dipengaruhi oleh jumlah simpanan atau pinjaman nasabah, suku bangsa, agama,
warna kulit, jenis kelamin, dan usia.
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b. Penyampaian produk dan jasa perbankan dilakukan secara transparan dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. Petugas BPR wajib melayani nasabah secara profesional dan menawarkan produk
dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

9. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

BPR berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT).

Implementasi:

a. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, karyawan wajib mendahulukan prinsip
kehati-hatian.

b. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT baik dalam
proses Know Your Customers (KYC) terhadap nasabah maupun dalam pelaporannya.

10. Hubungan dengan Rekanan

Hubungan antara BPR dengan rekanan berdasarkan perjanjian yang wajar (arm’s
length), efisiensi dan adil (fair practices). Rekanan wajib mematuhi ketentuan yang
berlaku sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Implementasi:

a. Karyawan tidak diperkenankan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang
memiliki reputasi yang kurang baik meskipun menawarkan harga yang lebih
kompetitif dibandingkan perusahaan lain.

b. Karyawan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melakukan penilaian
yang adil (fair) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam menyeleksi dan
menjaga hubungan dengan rekanan.

c. Karyawan wajib memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan rekanan
memilki perjanjian tertulis dan nilai transaksi yang wajar.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 101



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

11. Hubungan dengan Regulator

BPR senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam
menjalankan bisnis. Pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah bagian dari
komitmen tersebut termasuk kewajiban pelaporan dilakukan secara transparan, akurat,
lengkap, dan tepat waktu.

Implementasi:

Hubungan dengan regulator dilakukan secara transparan, wajar, respek, profesional dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Penyuapan, Manipulasi dan Korupsi

BPR tidak mentolerir (zero tolerance) segala bentuk penyuapan, manipulasi dan korupsi.
Tindak pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara perdata atau pidana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi:

a. Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian
dalam bentuk apapun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk
kepentingan pribadi kedua belah pihak.

b. Karyawan tidak diperkenankan melakukan manipulasi dalam bentuk apapun.
13. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Karyawan dilarang memberikan dan/atau menerima hadiah kepada/dari nasababh,
rekanan atau pejabat pemerintah yang berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis.

Implementasi:

a. Karyawan tidak diperkenakan untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk
hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan
pekerjaan atau jabatannya.

b. Apabila pemberian/penerimaan dari hadiah pihak lain tidak memungkinkan untuk
dihindari, maka karyawan tersebut harus melakukan deklarasi secara tertulis
kepada atasan.

c. Pemberian hadiah dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik (good
will) dengan sepengetahuan perusahaan.
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d. Hadiah/pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapapun

tidak diperkenankan.

Perilaku Dalam Bekerja

1. Jujur

DO’s
Berani berkata dan bertindak yang

benar sesuai etika dan ketentuan
yang berlaku.

Bersikap terbuka terhadap kesalahan
yang dilakukan.

Terbuka dan transparan dalam
memberikan penjelasan tentang
produk dan jasa yang ditawarkan
kepada nasabah/calon nasabah.

DON’'Ts
Melakukan manipulasi dan korupsi.

Memungkiri kesalahan yang telah
dilakukan dan cenderung selalu
menyalahkan orang lain.

Memberikan janji yang muluk dan
tidak realistis kepada nasabah/calon
nasabah.

2. Tanggungjawab

DO’s DON’Ts

1.

Berusaha dan bekerja keras dalam
memberikan kontribusi positif bagi
perusahaan.

Mengerjakan tugas dan kewajibannya
dengan baik dan benar.

Bertindak sesuai janji dan perkataan.

Menempatkan kepentingan pribadi
di atas kepentingan perusahaan.

Takut menghadapi risiko yang
mungkin timbul dari keputusan atau
tindakan.

Tidak konsekuen antara perkataan
dengan perbuatan.
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3. Visioner

DO’s DON’Ts

1. Bersikap terbuka terhadap Menyenangi kebiasaan rutin dan
perubahan. menolak perubahan yang lebih baik.

2. Memperhitungkan risiko dari setiap Merasa cepat puas dengan kondisi
keputusan yang diambil. yang telah dicapai.

3. Menangkap peluang yang dapat Selalu menunggu perintah dan
digunakan untuk perbaikan kinerja. petunjuk dalam bekerja.

4. Disiplin
DO’s DON’'Ts

1. Menyelesaikan tugas dan tanggung Bekerja dengan malas.
jawab .sesual dengan target waktu Cenderung sering melanggar
yang ditetapkan. peraturan.

2. Menaati kode etik BPR dan semua Sering berubah pikiran dan
peraturan dan ketentuan yang keyakinan.
berlaku.

3. Konsisten terhadap pelaksanaan tugas
dan kewajiban.
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5. Kerjasama

DO’s DON’Ts

1. Melakukan pembagian dan 1. Merasa bisa mengerjakan segala
pendelegasian tugas dengan baik dan sesuatu sendiri tanpa perlu bantuan
tepat. dari orang lain.

2. Menjalin komunikasi yang baik 2. Menganggap diri paling benar dan
dengan semua pihak. menyalahkan orang lain.

3. Bekerja dengan metode dan tujuan 3. Bekerja hanya untuk kepentingan
yang disepakati bersama. dan kepuasan diri sendiri.

6. Adil

DO’s DON’Ts

1. Pemberian kompensasi sesuai dengan | 1. Penilaian kinerja berdasarkan
kinerja. subjektivitas.

2. Adanya persamaan hak dan kewajiban | 2. Memberikan pekerjaan lebih berat
pada setiap level jabatan. kepada laki-laki daripada

3. Menjalankan kewajiban terlebih perempuan.

dahulu baru kemudian menuntut hak | 3. Memberikan banyak kewajiban
sesuai porsinya. namun tidak diimbangi dengan hak
yang sesuai.
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7. Peduli

DO’s DON’Ts

1. Cepattanggap terhadap kondisi dan
situasi lingkungan kerja.

2. Aktif berpartisipasi dalam mencapai
tujuan perusahaan.

3. Berusaha ingin tahu dan mau
membantu terhadap pekerjaan rekan
kerja tanpa meninggalkan pekerjaan
sendiri.

1.

Bekerja tanpa menghiraukan
kepentingan orang lain

Bekerja dengan tujuan hanya untuk
menyelesaikan tugas tanpa
memperdulikan hal lain.

Lebih suka menyibukkan diri sendiri
sehingga jarang berinteraksi.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana karyawan BPR karena kedudukan dan

wewenang yang dimilikinya, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan.

Benturan kepentingan timbul karena adanya perbedaan antara kepentingan perusahaan

dengan kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan BPR harus mendahulukan kepentingan BPR diatas

kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lainnya, oleh karena itu dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan tersebut.

Berikut adalah tindakan-tindakan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan benturan

kepentingan.

1. Mengambil atau meminta sesuatu (uang, barang, peluang bisnis) dari nasabah, penyedia

jasa untuk kepentingan pribadi dalam proses transaksi antara Perusahaan dengan

nasabah dan penyedia jasa.

2. Menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan/perjamuan

(entertainment) di luar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga (nasabah,

rekanan).

3. Menyalahgunakan sumber daya atau wewenang sehingga dapat mencemarkan nama

baik dan reputasi BPR.
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4. Memanfaatkan aset BPR untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan fasilitas
perusahaan dan jam kerja untuk menjalankan usahanya sendiri.

5. Melakukan pekerjaan diluar pekerjaan pokok pada BPR yang dapat mendorong pada
kegiatan untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif.

6. Menggunakan peralatan dan perlengkapan BPR untuk terlibat dalam pengelolaan
perusahaan pesaing.

7. Mencari “kesempatan dalam kesempitan” dalam transaksi dengan nasabah, vyaitu
melakukan transaksi tidak langsung dengan nasabah atau menggunakan perantara
sehingga nasabah tidak benar-benar dikenali dan terjadi transaksi yang fiktif.

8. Mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh
karena jabatannya di BPR, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi
umum.

9. Bersikap subyektif dan mudah dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk
memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai kepentingan dan ketentuan internal BPR.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang turut serta dalam pembahasan
dan pengambilan keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus
dilakukan oleh pihak/pejabat lainnya atau pejabat satu level diatasnya.

2. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan, harus mengeluarkan
suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang
diambil oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

3. Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat
dan dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan setiap akhir tahun untuk pelaporan
pelaksanaan GCG.
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Upaya Penegakan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

1.

Setiap individu BPR harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Pedoman Etika Bisnis
dan Tata Perilaku kepada SKAI dan kepada pimpinan yang bersangkutan.

Apabila penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku dilakukan oleh pimpinan,
maka pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan dengan level yang lebih tinggi lagi.

Identitas pelapor akan dilindungi oleh perusahaan.

SKAI dan pimpinan yang telah menerima laporan akan adanya penyimpangan, segera
menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi
disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh
atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Individu BPR yang terbukti melakukan penyimpangan Pedoman Etika Bisnis dan Tata
Perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung
sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.

Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta
pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.

Penyebarluasan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

1.

3.

Penyebaran Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) pertama kali
didistribusikan kepada seluruh bagian, cabang dan kas oleh Bagian Kepatuhan Kantor
Pusat.

Pengenalan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct) pertama kali
kepada seluruh karyawan dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh pejabat wilayah,
pimpinan bagian dan cabang yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan, dimana selanjutnya
masing-masing pimpinan bagian dan cabang menyampaikan kepada seluruh jajaran di
bawahnya.

Seluruh pertanyaan seputar Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)
dapat disampaikan kepada pimpinan masing-masing.
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4. Setiap karyawan wajib membaca dan memahami isi Pedoman Etika Bisnis dan Tata

Perilaku dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah
menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Etika Bisnis dan Tata
Perilaku yang didokumentasikan oleh Bagian Personalia.

Pelaksanakan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku dilakukan kepada
seluruh karyawan oleh Pimpinan Cabang masing-masing didampingi oleh Bagian
Kepatuhan, dan masing-masing pimpinan menandatangani surat pernyataan pejabat
yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

Bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada oknum pejabat/karyawan yang melakukan
pelanggaran Code of Conduct, diatur secara tegas sebagai berikut.

1.
2.

N o v o~ 0w

Memberikan teguran secara lisan.

Memberikan surat peringatan secara tertulis secara bertingkat.
Memberikan sanksi dalam bentuk scorsing secara bertahap.
Penurunan pangkat.

Pemberhentian dengan hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat.

Melakukan tindakan hukum lainnya.

Jumlah Pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct)

Jumlah pelanggaran terhadap Code of Conduct di tahun 2018:

Selesai 87

Status ‘ Jumlah pelanggaran

Dalam proses penyelesaian internal -

Belum diupayakan penyelesaian -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum -

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 109



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

XX. WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing adalah pemberian informasi tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan
yang melawan hukum, berbuatan tidak etis, perbuatan tidak bermoral, atau perbuatan lain
yang dapat merugikan BPR maupun pemangku kepentingan (Stakeholders), yang dilakukan
oleh karyawan atau pengurus BPR. Pemberian informasi ini umumnya dilakukan secara
rahasia (confidential).

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, BSY
mendorong partisipasi para karyawan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian internal
dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan serta mempertimbangkan secara
seksama sebelum memutuskan untuk melakukan pemanfaatan jalur eksternal.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas BSY menyusun kebijakan yang mengatur tentang
hak setiap karyawan untuk menyampaikan penyimpangan yang dilakukan oleh atasan atau
sesama karyawan lainnya dengan tetap memberikan perlindungan bagi pelapor.

Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah:

1. Sebagai sarana dan prasarana bagi pihak manapun baik internal maupun eksternal BPR
untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran ataupun pelanggaran yang dilakukan
oleh karyawan BPR.

2. Membantu BPR dalam menerapkan sistem pengendalian fraud dan merupakan
implementasi dari prinsip Tata Kelola.

3. Tersedianya kesempatan menangani pelanggaran secara internal dan secara
kekeluargaan.

4. Mengurangi risiko yang dihadapi BPR baik secara finansial maupun reputasi.

5. Mendorong peran serta para karyawan BPR maupun pihak eksternal lain untuk menjaga
aset maupun nama baik BPR.

6. Menerapkan budaya kerja BPR dan diharapkan dapat mencegah karyawan BPR
melakukan pelanggaran.
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Mekanisme Pelaporan

1. Penyampaian Laporan

a.

Pelapor (whistle blower) dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran baik secara
lisan maupun tertulis kepada whistle blowing officer.

Pihak-pihak yang menerima laporan harus segera menanggapi dengan serius
dengan tetap memegang prinsip yang objektif.

Jika memungkinkan, sebelum melaporkan penyimpangan, pelapor
mengkomunikasikan atau mengingatkan terlebih dahulu masalah tersebut dengan
pihak yang akan dilaporkan menggunakan bahasa yang halus dan cara yang baik
untuk mengantisipasi kesalahan persepsi, kecuali perbuatan dari terlapor dianggap
berpotensi membahayakan BPR.

Pelapor harus mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai bukti dan jika perlu
dengan menghadirkan saksi-saksi.

Laporan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut.
1) Identitas terlapor.

2) Uraian pelanggaran yang dilakukan.

3) Pihak yang terlibat (bila ada) dan kantornya.

4) Tempat dan waktu kejadian.

5) Dokumen pendukung/bukti lainnya.

6) ldentitas pelapor.

2. Penanganan Laporan

a.

b.

Whistle blowing officer berkewajiban merahasiakan pelapor, mengadakan investigasi
dan memutuskan layak atau tidaknya laporan tersebut diproses lebih lanjut ke tahap
investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Jangka waktu untuk mendapatkan tanggapan atas laporan yang diterima adalah 15
(lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Untuk memperlancar proses tindak lanjut atas tindak pelanggaran yang dilaporkan,
whistle blowing officer dapat meminta tambahan informasi dengan melakukan
wawancara langsung dengan pelapor.
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d. Proses investigasi dilakukan dengan memegang asas praduga tak bersalah dan
objektif.

e. Laporan hasil investigasi dilaporkan disertai dengan bukti pendukung dilaporkan
kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setiap bulan atau setiap kali
terdapat perkembangan terhadap kasus yang ditangani.

f. Laporan hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
dan/atau tindakan pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

g. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan
pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang netral sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

h. Kepada pelapor diberikan hak untuk memantau perkembangan tindak lanjut
tindakan pelanggaran yang dilaporkan.

i. Whistle blowing officer wajib untuk menjaga kerahasiaan laporan dan prosesnya
serta mendokumentasikan setiap laporan yang diterima termasuk keputusan yang
diambil.

3. Perlindungan Terhadap Pelapor

a. Manajemen memberikan kekebalan sanksi administratif bagi pelapor vyang
beriktikad baik, kecuali bila pelapor merupakan aktor intelektual dalam kasus yang
akan dilaporkan dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Apabila pelapor mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan atas laporan yang
dibuatnya, maka pelapor dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada
penanggung jawab whistle blowing melalui SKAL.

c. Permintaan perlindungan dapat disampaikan melalui surat maupun email.

d. Bentuk perlindungan terhadap pelapor disesuaikan dengan bentuk
ancaman/tindakan balasan yang diterima. Contoh: perlindungan hukum apabila
terjadi tindak kekerasan terhadap pelapor.

e. Pemberian perlindungan terhadap pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila
terdapat bukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga
kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
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f. Perlindungan tidak diberikan atau dihentikan apabila dikemudian hari terbukti
bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan merupakan fitnah/laporan palsu,
atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan kebijakan whistle blowing.

4. Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Penanggung jawab whistle blowing system adalah Direktur Utama. Dalam pelaksanaan
tugasnya sebagai penanggung jawab whistle blowing system, Direktur Utama menunjuk
Pejabat SKAI sebagai pemegang fungsi whistle blowing officer.

a. Whistle blowing officer adalah petugas penanganan pengaduan di BPR yang
bertangung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan fungsinya
tersebut, whistle blowing officer harus memiliki kriteria sebagai berikut.

1) Mempunyai integritas.

2) Mampu berkomunikasi dengan baik dan  dapat menjaga rahasia yang
dipercayakan.

3) Mampu bersikap tegas dan objektif.
4) Mampu menangani masalah dengan baik.

b. Whistle blowing officer berada di bawah pengawasan Komite Audit dan wajib
memberikan laporan tentang whistle blowing setidaknya setahun sekali kepada
Direktur Utama.

¢. Tugas dan wewenang whistle blowing officer
Tugas
1) Mengelola pelaksanaan whistle blowing system.

2) Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui
whistle blowing system.

3) Menkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pihak pelapor dengan
unit terkait.

4) Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang
masuk melalui whistle blowing system.

5) Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas pelaksanaan
whistle blowing system di BPR.
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Wewenang

1) Memberikan usulan kepada penanggung jawab whistle blowing system terkait
dengan tindak lanjut penanganan laporan.

2) Menetapkan tindak lanjut atas laporan, khususnya laporan yang putusan tindak
lanjutnya berada pada kewenangan SKAI.

3) Memberikan usulan kepada penanggung jawab whistle blowing system
mengenai permintaan perlindungan dari pelapor.

4) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan whistle
blowing system.

Hadiah dan Sanksi

1. Manajemen dapat mempertimbangkan reward bagi karyawan yang menjadi whistle
blower (pelapor) berdasarkan rekomendasi dari pihak yang mendapatkan laporan dan
pihak yang melakukan investigasi (whistle blowing officer).

2. Pelapor yang terbukti melakukan fitnah atau memberikan laporan palsu maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan manajemen.

3. Putusan/sanksi terhadap karyawan yang terbukti bersalah maupun karyawan yang
membuat laporan palsu dilakukan oleh Direktur Utama.

4. Bagi whistle blowing officer yang terbukti tidak dapat menjaga kerahasiaan atas laporan
yang diterima akan dikenakan sanksi minimal berupa teguran tertulis dan maksimal
penurunan grade.

Jumlah Pelaporan Yang Masuk Tahun 2018

Pada tahun 2018 tidak terdapat pelaporan yang masuk melalui mekanisme ini.

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara 114



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018

XXI. AKSES INFORMASI DAN DATA

BSY menggunakan media cetak seperti koran sebagai media informasi terkini yang dapat
diakses nasabah dengan mudah. Selain itu BSY juga memanfaatkan media online seperti
website sebagai perantara dengan masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data
BPR. Media ini dinilai efektif dan efisien karena memiliki massa yang tidak terbatas dan
mampu mencakup target market BPR. Dengan media ini BSY dapat dengan mudah
melakukan pembaharuan data sesuai dengan kondisi BPR saat ini. Selain itu nasabah juga
dapat dengan mudah mengakses informasi data perusahaan dimanapun dan kapanpun.
Adapun beberapa informasi dan data dapat diakses melalui website BSY www.suryayudha.id
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KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit

Sangat Baik (setelah penerapan manajemen risiko)

Analisis

1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor masih terdapat kekurangan, diantaranya:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite.

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko akan lebih meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan sistem audit dan manajemen risiko BPR agar berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dan
terdapat adanya bentuk pelaporan tertulis atas hasil kinerja komite.

b. Penerapan fungsi kepatuhan.

Akan dilakukan peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan agar
terhindar dari pelanggaran terhadap ketentuan.

c. Penerapan manajemen risiko.

BPR belum memiliki pedoman penilaian penerapan manajemen risiko (rencana
penyusunan di tahun 2019).

d. Penerapan fungsi audit internal.

1) BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya
manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

2) BPR belum pernah melakukan audit ekstern untuk melakukan kaji ulang atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki
sesuai dengan ketentuan OJK.

3. Pemenuhan rencana tindak pemenuhan terhadap ketentuan Tata Kelola yang
dilaporkan di periode tahun 2017:
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Action Plan Target Waktu Realisasi
Pelaksanaan

a. Perubahan anggota Dewan Maret 2018 | Telah dilakukan perubahan

Komisaris memenubhi terhadap susunan Dewan
ketentuan larangan adanya Komisaris pada bulan
mayoritas hubungan keluarga Februari 2018 menjadi:

dengan  sesama  anggota a. Tenny Yanutriana

Dewan Komisaris. (Komisaris Utama)

b. Pengangkatan 1 orang b. Emila Hayati

Komisaris Independen (Komisaris)

memenuhi ketentuan jumlah
c. Abdul Khoir Maradika

Komisaris Independen

minimal 50% dari jumlah Putra (Komisaris

seluruh  anggota  Dewan Independen)

Komisaris. d. Margono (Komisaris
Independen).

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2018 ini dipersiapkan dan diharapkan dapat
menjadi acuan dalam upaya PT BPR Surya Yudhakencana menerapkan prinsip Tata Kelola.

Mengetahui, Banjarnegara, 24 April 2018

dan menyetujui PT BPR Sur‘vé ;‘wdha encana
P Y (Al

~ 3 ]“ J
' e s Sl B . | b o
N
Tenny Yanutriana, MBA Sugeng Riyanto, S.E.
Komisaris Utama Direktur Utama
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LAMPIRAN
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T
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT. BPR Surya Yudhakencana

Alamat BPR Rejasa RT. 03 RW. 03 Madukara Banjarnegara
Posisi Laporan Desember, 2017

Modal Inti BPR Rp286,010,110,855

Total Aset BPR Rp2,279,719,807,895

Bobot BPR D







No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumlah Direksi 4 (empat) orang, dan salah satu
direksi sebagai Direktur Kepatuhan.

Seluruh  anggota  Direksi  bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di
provinsi lain yang Dberbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama.

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Tidak terdapat Anggota Direksi yang merangkap
jabatan pada perusahaan lain.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda.

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia
jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan .

Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.50




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

Direksi melaksanakan tugas secara independen sesuai
dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan
komitmen waktu yang telah ditetapkan.

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan
Komisaris dalam bentuk laporan-laporan dengan tepat
waktu.

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan  dissenting opinion jika terdapat
perbedaan pendapat.

Keputusan Direksi yang bersifat strategis diputuskan
dengan musyawah dalam rapat bersama.

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Direksi wajib menaati Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Direksi serta Code Of Conduct BPR.

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Direksi menetapkan kebijakan penyediaan anggaran
pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari Biaya Tenaga
Kerja setiap tahunnya.

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Dalam melakukan pengambilan keputusan Direksi selalu
menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada
data yang valid.

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang
disahkan pada bulan September 2016.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.40




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanan
kepada pemegang saham melalui RUPS. v tugasnya kepada RUPS rutin setiap tahunnya.

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai Masih terdapat kebijakan di bidang kepegawaian yang
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v belum transparan.

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan didokumentasikan dengan baik, dan dibagikan oleh Bagian
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat| Sekretariat.

Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan Terhadap implementasi hal tersebut selalu dicantumkan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam dalam Laporan Tahunan BPR.
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan| Vv
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, OJK, Perbarindo dan majalah Media BPR setiap tahunnya.
dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan| V
keuangan sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

4 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 19
(S): 5 :
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.12
Kelola (S): 10% :
Penjumlahan S + P+ H 1.02

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

0.20




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

Jumlah anggota Komisaris saat ini sebanyak 4 (empat)
orang.

2) |Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Jumlah Direksi saat ini sama dengan jumlah Dewan
Komisaris.

3) [Seluruh anggota Dewan Komisaris telah Iulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan
kepatutan dan diangkat melalui RUPS.

4) [Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat
tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten
pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di
Kabupaten Banjarnegara, dimana KP BPR berada.

5) |BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Terdapat 2 (dua) anggota Komisaris Independen dari total 4
(empat) anggota Dewan Komisaris.

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Dewan Komisaris yang telah disahkan pada bulan
September 2016.

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau
BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif]
pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Hanya terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang
merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada 1 (satu)
BPR lain.

8) |Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.

Tidak lebih dari 50% jumlah dari anggota Dewan Komisaris
yang memiliki hubungan keluarga.

9) [Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan
independensi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 9

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.50




No Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

4

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.

Anggota Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan
tertuang dalam Laporan Dewan Komisaris.

11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan
dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
kebijakan strategi BPR melalui rapat bersama.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur
dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam
peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam keputusan
kegiatan operasional BPR.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut
temuan.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit, dan Direksi selalu
menyampaikan laporan hasil tindak lanjut atas temuan
kepada Dewan Komisaris.

14) [Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diadakan minimal 4 (empat) kali
dalam setahun.

15) [Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan telah
dituangkan dalam risalah rapat.

16) [Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Dewan Komisaris telah bertindak profesional sesuai
Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Code Of Conduct BPR.

17) |Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan atas
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) [Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, dan dibagikan oleh
Bagian Sekretariat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% :

Penjumlahan S + P+ H 1.00

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2

0.13




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
3 |bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Telah membentuk Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. v sejak Maret 2017.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 o o o o

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(S): 1 .
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan Komite Audit sudah melakukan evaluasi terhadap
fungsi audit intern. v penerapan fungsi audit intern .

3) |[Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap Komite Pemantau Risiko sudah melakukan evaluasi
penerapan fungsi manajemen risiko. v terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang Dewan Komisaris memastikan tugas Komite telah sesuai
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
. 2.00
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40% :

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

2.00
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% .
Penjumlahan S + P + H 1.50

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0.04




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BPR mengatur mengenai benturan kepentingan dalam
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang Code Of Conduct BPR.
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan v
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1.00
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% :
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan.
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi| Vv
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 o o o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(S): 1 .
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% .
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau Belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan.
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|[ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 1 0.10
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
Kelola (S): 10% :

Penjumlahan S + P+ H 1.00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0.10




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah mengangkat Direktur yang Membawahkan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Fungsi Kepatuhan yang membawahkan bidang
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kepegawaian, marketing communication, manajemen risiko
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: dan kepatuhan.

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan

dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen. v
BPR dengan modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kepatuhan telah mengacu kepada persyaratan
peraturan perundang-undangan lain yang Dberkaitan| V sebagaimana tertuang dalam POJK.
dengan perbankan.

3) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan sejak tahun
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 2012.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari|
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

4) |[Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang BPR telah memiliki Pedoman Kerja Kepatuhan.
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur| V
kepatuhan.

5) |BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Satuan Kerja
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja Kepatuhan tertuang dalam Pedoman Kerja Kepatuhan.
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi| V
kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
5 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50

Kelola (S): 50%




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

Setiap proses penyusunan kebijakan dan prosedur intern
BPR selalu melalui Direktur yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan, dan telah disusun laporan rutin pelaksanaan
pokok-pokok pelaksanaan tugas setiap tahunnya.

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

Telah dilakukan sosialisasi rutin terhadap peraturan baru
dan pelatihan yang dibutuhkan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh
komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa
Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan
apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi
BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Selalu dibuat checlist dan timeline terhadap kewajiban
yang harus dilakukan oleh BPR setiap bulannya.

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

Setiap konsep penyusunan kebijakan dan prosedur intern
BPR selalu melalui Kepala Divisi yang membawahkan
Satuan Kerja Kepatuhan.

10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review terhadap
ketentuan yang ada dan melalui Memo Satker
merekomendasikan kepada satker lain jika diperlukan
pengkinian.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan.

BPR berusaha selalu menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan melalui Pengendalian Intern.

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab secara berkala.

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan
Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Belum pernah dibuat adanya laporan khusus sampai
dengan saat ini karena dinilai tidak terdapat penyimpangan
yang dilakukan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

1.33

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.13

Penjumlahan S + P + H

1.03

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5

0.10




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah membentuk Divisi SKAI
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari| Vv
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab Telah disusun Pedoman Kerja SKAI.
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern v
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui
oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3) |[SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI merupakan satker yang bersifat independen terhadap
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen operasional BPR.
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait| v
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung| v
jawab langsung kepada Direktur Utama.

5) |BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan BPR belum memiliki program rekrutmen dan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit v pengembangan SDM khusus fungsi Audit Intern.
intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
4 0 0 4 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

R 1.60
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh berlaku
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara|
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

7) |BPR dengan modal inti paling sedikit Kaji ulang masih dilakukan secara intern BPR.
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji

ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit v
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang

mungkin dilakukan.

8) |Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai
dilaksanakan secara memadai dan independen yang sesuai prosedur.
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, v
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

9) |[BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan BPR telah melakukan peningkatan mutu SDM namun yang
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan berkaitan dengan fungsi Audit Intern belum dilaksanakan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern. v secara khusus.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2 2 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.75
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.70

Kelola (S): 40%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI selalu menyampaikan laporan pelaksanaan audit
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah intern kepada Utama dan Dewan Komisaris dengan
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada tembusan kepada anggota Direksi yang Membawahkan
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan| V Fungsi Kepatuhan.
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

11) |BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokokj] BPR telah menyampaikan Laporan Pokok-pokok Hasil
pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada Audit Intern setiap tahun kepada OJK.
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) [BPR dengan modal inti paling sedikit BPR belum menyampaikan laporan kaji ulang yang
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dilaksanakan oleh pihak eksternal.

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak v
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

13) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Kepala
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): SKAI sesuai ketentuan OJK.

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari v
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
3 0 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.50
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.15
Kelola (S): 10% .
Penjumlahan S + P + H 1.65

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0.17




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK.
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional v
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR BPR menunjuk Akuntan Publik sesua ketentuan POJK dan
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di diputuskan melalui RUPS.

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan|
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management BPR selalu melaporkan hasil audit KAP ke OJK dan
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v dilampirkan pula dalam Laporan Tahunan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1.00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% .

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR oleh
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu KAP ditunjuk tepat waktu.
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang Cakupan hasil audit intern telah sesuai ketentuan OJK.
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan| vy
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% .
Penjumlahan S + P + H 1.00

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7

0.03




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Pengendalian Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR telah membenuk Komite Manajemen Risiko dan
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): Satuan Kerja Manajemen Risiko (yang digabungkan dengan
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan) sejak bulan Maret 2017.
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh v
milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen
Risiko.
2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur BPR telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. v Penerapan Manajemen Risiko pada bulan Desember 2017.
3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis BPR telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk| v Penerapan Manajemen Risiko pada bulan Desember 2017.
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
3 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1.00
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50

Kelola (S): 50%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
8 .

Pengendalian Intern

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Direksi : BPR telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Penerapan Manajemen Risiko pada bulan Desember 2017.
Manajemen Risiko secara tertulis, dan v
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris : BPR belum sepenuhnya melakukan identifikasi,

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap
Risiko, seluruh faktor Risiko.

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan v

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi

yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris.

6) |BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, BPR telah menerapkan pengendalian intern secara
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh v menyeluruh meskipun belum berjalan maksimal.
faktor Risiko yang bersifat material.

7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang BPR telah menerapkan pengendalian intern secara
menyeluruh. v menyeluruh meskipun belum berjalan maksimal.

8) [|BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko BPR telah menerapkan manajemen risiko terhadap risiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa v kredit, operasional, dan kepatuhan meskipun belum
Keuangan. berjalan maksimal.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem BPR telah memiliki sistem informasi baik keuangan
informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan maupun non-keuangan yang dapat diakses oleh seluruh
informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v pemangku kepentingan (website, aplikasi i-BSY).

10) [Direksi telah melakukan pengembangan budaya Direksi mulai melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi serta
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui v mengirimkan SDM dalam pendidikan dan pelatihan
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen manajemen risiko.
risiko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
3 6 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.71
(S):7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.69
Kelola (S): 40% :

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah menyusun laporan profil risiko atas 3 (tiga) risiko
(iika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan| yaitu risiko kredit, operasional dan kepatuhan, dan telah
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dilaporkan kepada OJK.

12) [BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang Jika terdapat rencana produk dan aktivitas baru, BPR
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| v selalu melaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. berlaku.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

i 1.00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% :
Penjumlahan S + P + H 1.29

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0.13




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis Bank telah memiliki prosedur BMPK.
yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian
kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau
debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian| v
masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Sesuai dengan ketentuan.
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan|
dengan peraturan perundang-undangan.

3) [Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Pemberian kredit selalu mengacu kepada BMPK, dan
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi memperhatikan prinsip kehati-hatian.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan|
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|[bx2|cx3|dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

R 1.00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% :

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau ketentuan.
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat| Vv
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai Terdapat pelampauan BMPK di tahun 2018.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 5 o o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.50
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.15
Kelola (S): 10% .
Penjumlahan S + P + H 1.05

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9

0.08




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
10 [Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan| v disetujui Dewan Komisaris.
misi BPR.

2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana jangka
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk panjang.
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan|
dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3) [Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang Rencana Bisnis BPR diserahkan kepada para Pemegang
saham dalam rangka memperkuat permodalan dan Saham untuk mendapatkan dukungan dalam
infrastruktur yang memadai antara lain sumber dayal pelaksanaannya.
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
3 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% :

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor
paling sedikit: internal, eksternal, prinsip kehati hatian dan manajemen
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi risiko.
kelangsungan usaha BPR; v
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
c. penerapan manajemen risiko.

5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan rencana bisnis BPR. pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan menuangkan dalam

v Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1.00

(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% .

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) |Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis Rencana Bisnis BPR dan perubahannya disampaikan ke
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| v OJK sesuai ketentuan.
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 o o 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

8): 1 1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P+ H 1.00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 0.08

10




No Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

4

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta

1 pelaporan internal

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

Sistem laporan keuangan telah didukung oleh SIM dan
SDM yang kompeten.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan
OJK.

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini
dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR
(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,
serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK.

4) |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah
berpedoman pada ketentuan OJK.

5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi
dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
ditandatangani oleh Direksi, dan dilaporkan sesuai
ketentuan OJK.

7) |Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Laporan pengaduan dan tindak lanjutnya disampaikan ke
OJK tepat waktu sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.10

Penjumlahan S + P + H

1.00

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor
11

0.08




Bobot BPR

D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian Process (P)

Penilaian Outcome (H)

Jumlah Pertanyaan — — — ilai
Faktor Tata Kelola Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Bobot JumlahFN|II:| spo Nilai akhir Faktor
per Faktor
P H 2| 3| 4 50% 2| 3| 4 40% 2| 3| a 10%

8 5 0o lolo 6 0 o[ oo 8 0 1 o] o 5 0 0 20%
Nilai Awal 0o oo 6 0 0o [ oo 8 0 2 [ 0] o 6 0 0 0
Rata-rata .00 [DNOBON 100 | 040 1.20 012 1.02 020

[ Faktorz o] 8 1 0o [ 0] o 9 0 0o | o] o 8 0 0o | o[ o 1 0 0 12.50%
Nilai Awal 0o oo 9 0 0o [ oo 8 0 o [ oo 1 0 0 0
Rata-rata .00 [INOBON 100 | 040 1.00 0.10 1.00 0.13

[ Faktors [l 3 1 0o [ 0] o 1 0 3 | 0] o 3 0 1 | o] o 1 0 0 2.50%
Nilai Awal 0o oo 1 0 6 [ 0] o 6 0 2 [ 0] o 2 0 0 0
Rata-rata 1.00 [INOBON 200 | 080 2.00 0.20 1.50 0.04

[ _Faktora @] 1 1 0o [ oo 1 0 0o [ o] o 1 0 o | o[ o 1 0 0 10.00%
Nilai Awal 0o oo 1 0 0o [ oo 1 0 o [ o] o 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 [INOBON 100 | 040 1.00 0.10 1.00 0.10

[ _Faktors [0S0 s 3 0o [ oo 5 0 0o [ o] o 5 0 1 | o o 3 0 0 10.00%
Nilai Awal 0o oo 5 0 0o [ oo 5 0 2 [ 0] o 4 0 0 0
Rata-rata 1.00 [INOBON 100 | 040 133 013 1.03 0.10

[ Faktore [0S0 4 4 0o [ o[ 1 5 0 1] 1] o0 4 0 0 1 0 4 0 0 10.00%
Nilai Awal 0 | o[ a 8 0 2 [ 3] o0 7 0 o [ 3] o 6 0 0 0
Rata-rata 1.60_[DNOBON 175 | 070 1.50 0.15 1.65 017

[ Faktor7 @] 2 2 0o [ oo 1 0 0o [ o] o 2 0 o | o[ o 2 0 0 2.50%
Nilai Awal 0o oo 1 0 0o [ oo 2 0 o [ o] o 2 0 0 0
Rata-rata 1.00 [INOBON 100 | 040 1.00 0.10 1.00 0.03

[ Faktors 30| 7 2 0o [ oo 3 0 3 | 1] o0 7 0 o | o | o 2 0 0 10%
Nilai Awal o [ o] o 3 0 6 | 3o 12 0 o oo 2 0 0 0
Rata-rata 1.00 [DNOBON 171 | 069 1.00 0.10 1.29 0.13

[ _Faktors [ 2 2 0o [ oo 1 0 o [ o] o 2 0 1 | o o 2 0 0 7.50%
Nilai Awal o o] o 1 0 ol olo 2 0 2 [ oo 3 0 0 0
Rata-rata 1.00 [DNOBON 100 | 040 1.50 0.15 1.05 0.08

[ Faktorio  [E0] 2 1 0o [ oo 3 0 0o [ o] o 2 0 o | o | o 1 0 0 7.50%
Nilai Awal o o] o 3 0 ol oo 2 0 o oo 1 0 0 0
Rata-rata 1.00 [DNOBON 100 | 040 1.00 0.10 1.00 0.08

[ Faktoriz [ 4 2 0o [ oo 1 0 o [ o] o 4 0 o | o | o 2 0 0 7.50%
Nilai Awal o o] o 1 0 ol olo 4 0 o oo 2 0 0 0
Rata-rata 1.00 1.00 | 040 1.00 0.10 1.00 0.08

Nilai Komposit 1.12

Predikat Komposit Sangat Baik
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Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor

0.20 0.13 0.04 0.10 0.10 0.17 0.03 0.13 0.08 0.08 0.08 1.12

Predikat Komposit

Sangat Baik

Kesimpulan

Faktor : 1

Faktor : 2

Faktor : 3

Faktor : 4

Faktor : 5

Faktor : 6

Faktor : 7

Faktor : 8

Faktor : 9

Faktor : 10

Faktor: 11

BPR telah memenuhi ketentuan pemenuhan jumlah dan komposisi Direksi sesuai ketentuan
struktur organisasi Tata Kelola, serta pelaksanaan tugas, tanggung jawab Direksi telah terpenuhi
sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BPR telah memenuhi ketentuan pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sesuai
ketentuan struktur organisasi Tata Kelola, serta pelaksanaan tugas, tanggung jawab Direksi telah
terpenuhi sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR telah memiliki kelengkapan struktur Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit
dan Komite Pemantau Risiko meskipun dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal.

BPR telah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang tertuang dalam Pedoman
Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code Of Conduct).

BPR telah memiliki kelengkapan stuktur organisasi fungsi kepatuhan yaitu dengan mengangkat
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.
Selain itu BPR juga telah memiliki Pedoman Kerja Kepatuhan yang menjadi pedoman dalam
menjalankan tugas penerapan fungsi kepatuhan BPR.

BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melaksanakan fungsi audit intern
yang bekerja berpedoman pada Pedoman Kerja SKAI.

BPR telah melakukan kegiatan audit eksternal atas laporan keuangan tahunan melalui jasa
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dalam daftar KAP OJK, dimana pelaksanaannya telah
sesuai dengan ketentuan menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama, dengan cakupan hasil audit
telah sesuai dengan ketentuan OJK.

BPR telah memiliki kelengkapan struktur organisasi manajemen risiko yaitu dengan dibentuknya
Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (menjadi satu dengan Satuan
Kerja Kepatuhan), serta telah memiliki pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK dan telah menerapkan pemberian kredit
dengan berpedoman pada BMPK dan prinsip kehati-hatian.

BPR telah secara rutin menyusun dan melaporkan Rencana Bisnis BPR secara tahunan yang
memuat strategi jangka pendek, menengah dan panjang, serta melaporkan kepada OJK sesuai
ketentuan.

BPR telah melakukan transaparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui
laporan-laporan yang disampaikan kepada para stakeholders perusahaan secara tepat waktu baik
melalui laporan tertulis dalam bentuk buku, melalui website, maupun media massa dan papan
pengumuman di setiap kantor.




WAUJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No|Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
I. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Wajib diisi oleh BPR) 1 | SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 | B |Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Jumlah Direksi 4 (empat) orang, dan salah
rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota satu direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
1. |BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 1 3 | cB|cukup Baik
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi
bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi kota/kabupaten yang sama. .
2. lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat 4 4 |KB|Kurang Baik
BPR.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Tidak terdapat Anggota Direksi yang
3. |lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). 1 merangkap jabatan pada perusahaan lain. 5 | TB|Tidak Baik
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki
4. |dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 1 hubungan keluarga atau semenda.
Komisaris.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional Direksi tidak menggunakan penasehat
sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat perorangan .
khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah
didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang
S |dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia 1
jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang
bersifat khusus dimaksud.
Seluruh anggota Direksi telah 11:111,18 Uji Kema}mpuan d'an Kfepatutan. dan telah diangkat Seluruh Anggota Direksi telah lulus uiji
6 melalui RUPS tc.armasuk. perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS 1 Kemampuan dan Kepatutan dan telah
sebelum berakhir masa jabatannya. .
diangkat RUPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak Direksi melaksanakan tugas secara
7 |memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang 1 independen sesuai dengan Pedoman dan
tanpa batas. Tata Tertib Kerja Direksi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang . . . L .
ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa D1rek§1 selalu mempdaklan]un temuan audit
8 1 sesuai dengan komitmen waktu yang telah

Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

ditetapkan.




Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu
kepada Dewan Komisaris.

Direksi menyediakan data dan informasi

9 kepada Dewan Komisaris dalam bentuk
laporan-laporan dengan tepat waktu.
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan reksi bersif .
10 musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, geputusl,{an ](D;re St yang er51ha:cisfrategls
atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika blputus an dengan musyawah dalam rapat
terdapat perbedaan pendapat. ersama.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak . . .
lai . . . . Direksi wajib menaati Pedoman dan Tata
11 ain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil Tertib Keria Direksi ta Code Of Conduct
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya ertib Kerja Direksi serta Code Of Conduc
yang ditetapkan RUPS. BPR.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang . . . .
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada Direksi meneta.plfan kebijakan penyed1aan
12seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan a?ggara}n Pendldlkan dan .pelatl.han sebesar
pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. 5% dari Biaya Tenaga Kerja setiap tahunnya.
Anggota Direksi mampu mengimp‘lementasikan kompt?tensi yang dimilikinya dalam Dalam melakukan pengambilan keputusan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan Direksi selalu menerapkan prinsip kehati-
13| mengenai prinsip kehati-hatian. hatian dan berpedoman pada data yang
valid.
Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata
14 |paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Tertib Kerja yang disahkan pada bulan
September 2016.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham . . .
melalui RUPS. Direksi selalu mempertanggung]awabkzjm
15 pelaksanan tugasnya kepada RUPS rutin
setiap tahunnya.
16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Masih terdapat kebijakan di bidang
di bidang kepegawaian. kepegawaian yang belum transparan.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, R Direksi di «an dal isalah
17 termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat apatd lredfil klfluang ar}k al E:lim rlsai N
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. rapat, an, 1do. menta,SI an enga‘? aix,
dan dibagikan oleh Bagian Sekretariat.
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan
I8 seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan Terhadap implementasi hal tersebut selalu

peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

dicantumkan dalam Laporan Tahunan BPR.
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Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan,
Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan
keuangan sesuai ketentuan.

Direksi telah menyampaikan laporan Tata
Kelola kepada OJK, Perbarindo dan majalah
Media BPR setiap tahunnya.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
II. |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Wajib diisi oleh BPR) 1 |SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit Jumlah anggota Komisaris saat ini sebanyak 4
3 (tiga) orang. (empat) orang. )
1. [BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 1 3 | CB|Cukup Baik
(dua) orang.
2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. 1 Jumlah Direksi saat ini sama dengan jumlah
’ Dewan Komisaris.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui
3. |yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum 1 RUPS. 4 |KB|Kurang Baik
berakhirnya masa jabatan.
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di gﬁyostgis;:}ffoieaeg::'ii?zgs d}zz;i::r;?;
4. |kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat 1 £8 p J gara, 5 |TB|Tidak Baik
BPR BPR berada.
BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah
Komisaris Independen.
b. I:Intuk BPR dengan r.nodal inti paling sedikit Rp50.000.000.900,00 (lfma pul'l'.lh mllya.r Terdapat 2 (dua) anggota Komisaris Independen
5. |[rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit 1 . U
c o . dari total 4 (empat) anggota Dewan Komisaris.
satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan
skala penerapan Baik (nilai 2)
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu
kerja, dan rapat. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan
6. 1 Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah
disahkan pada bulan September 2016.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2
(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS Han}fa tf?rdapat 1 (satu) angg()ta Dewan .
7. |dan /atau Bank Umum. 1 Komisaris yang merangkap jabatan set?agal
Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lain.
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai ) . e, s .
8. |dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 1 Tidak lebih dari 50% jumlah dari anggota Dewan
’ Komisaris yang memiliki hubungan keluarga.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
9 dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 1 Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

ketentuan independensi.




B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat
tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

Anggota Komisaris melaksanakan tugas sesuai
ketentuan tertuang dalam Laporan Dewan
Komisaris.

11

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas
pengawasan dengan mengarahkan, memantau
dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR melalui
rapat bersama.

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali
dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam
keputusan kegiatan operasional BPR.

13

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara
lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, dan
Direksi selalu menyampaikan laporan hasil
tindak lanjut atas temuan kepada Dewan
Komisaris.

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diadakan minimal 4
(empat) kali dalam setahun.

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.

Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
telah dituangkan dalam risalah rapat.

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

Dewan Komisaris telah bertindak profesional
sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Code
Of Conduct BPR.

17

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak
lanjut Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan
atas laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik, dan dibagikan oleh Bagian Sekretariat.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No |Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal (Wajib diisi oleh BPR) .
IIL |inti > Rp 80 miliar) 1 |SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai Telah membentuk Komite Audit & Komite i
L. [ketentuan. 1 Pemantau Risiko sejak Maret 2017. 3 [CB|Cukup Baik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 | KB[Kurang Baik
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. Komite Audit sudah melakukan evaluasi
2. 2 terhadap penerapan fungsi audit intern . 5 |TB|Tidak Baik
Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko sudah melakukan
3. 2 evaluasi terhadap penerapan fungsi
oo alosmonan aioiloo
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara Dewan Komisaris memastikan tugas Komite
4. |efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. 2 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Komite.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko Komite telah memberikan rekomendasi kepada
5. |kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. 2 Dewan Komisaris
Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan O untuk setiap kriteria/indikator.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

kepentingan.

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
. (Wajib diisi oleh BPR) .
IV. |[Penanganan Benturan Kepentingan 1 |SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang BPR mengatur mengenai benturan kepentingan
1. |mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan 1 dalam Code Of Conduct BPR. 3 | cB|Cukup Baik
benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 |KB|Kurang Baik
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Belum pernah terjadi adanya benturan
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau kepentingan.
2. |tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. 1 5 |TB|Tidak Baik
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan . Belum pernah terjadi adanya benturan




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
V. |Penerapan Fungsi Kepatuhan (Wajib diisi oleh BPR) 1 |[SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah mengangkat Direktur yang Membawahkan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit Fungsi Kepatuhan yang membawahkan bidang
untuk: kepegawaian, marketing communication, manajemen
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; risiko dan kepatuhan.
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
1. 1 3 | CB|Cukup Baik
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi
2. 1 Kepatuhan telah mengacu kepada persyaratan 4 |KB|Kurang Baik
sebagaimana tertuang dalam POJK.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan sejak
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang tahun 2012.
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
3. |Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani 1 5 | TB|Tidak Baik
fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun BPR telah memiliki Pedoman Kerja Kepatuhan.
4 |dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 1
BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Satuan
5 |kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 1 Kerja Kepatuhan tertuang dalam Pedoman Kerja
Kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang Setiap proses penyusunan kebijakan dan prosedur
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan intern BPR selalu melalui Direktur yang
dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan telah disusun
6 |Keuangan dan otoritas lainnya. 1 laporan rutin pelaksanaan pokok-pokok pelaksanaan

tugas setiap tahunnya.




Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan

Telah dilakukan sosialisasi rutin terhadap peraturan

7 baru dan pelatihan yang dibutuhkan.
terkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR Selalu dibuat checlist dan timeline terhadap
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR setiap
8 melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR bulannya.
yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan Setiap konsep penyusunan kebijakan dan prosedur
bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan intern BPR selalu melalui Kepala Divisi yang
9 |BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. membawahkan Satuan Kerja Kepatuhan.
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review
reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem terhadap ketentuan yang ada dan melalui Memo
10 maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Satker merekomendasikan kepada satker lain jika
dan peraturan perundang-undangan. diperlukan pengkinian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR berusaha selalu menurunkan tingkat
11 |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. pelanggare.m terhadap ketentuan melalui
Pengendalian Intern.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
1o |Pewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah tanggungjawab secara berkala.
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Belum pernah dibuat adanya laporan khusus sampai
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dengan saat ini karena dinilai tidak terdapat
13 |dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai penyimpangan yang dilakukan.

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VI. [Penerapan Fungsi Audit Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
1. |[BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit 1 BPR telah membentuk Divisi SKAI 3 | cB|cukup Baik
" |intern. ’
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern Telah disusun Pedoman Kerja SKAI
telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan
2. |tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur 1 4 |KB|Kurang Baik
Utama dan Dewan Komisaris.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern o
3. |independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan 1 SKAI merupakan satker yang bersifat independen 5 | TB|Tidak Baik
' penyaluran dana). terhadap operasional BPR.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern SKAI bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
4. bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 1
BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan BPR belum memiliki program rekrutmen dan
5. |fungsi audit intern. 4 pengembangan SDM khusus fungsi Audit Intern.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai
6. |disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan 1 pedoman yang berlaku
dapat mempengaruhi kenpentingan BPR dan masyarakat.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Kaji ulang masih dilakukan secara intern BPR.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan
SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
7 3
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan
skala penerapan Baik (nilai 2).
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara
g |yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil 1 memadai sesuai prosedur.
audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan BPR telah melakukan peningkatan mutu SDM
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. namun yang berkaitan dengan fungsi Audit
Intern belum dilaksanakan secara khusus.
9 2




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

SKAI selalu menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

11

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan
khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

BPR telah menyampaikan Laporan Pokok-pokok
Hasil Audit Intern setiap tahun kepada OJK.

12

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan
skala penerapan Baik (nilai 2)

BPR belum menyampaikan laporan kaji ulang
yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

13

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan
Kepala SKAI sesuai ketentuan OJK.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VII. |[Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) (Wajib diisi oleh BPR) 1 | SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B |Baik
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan
aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan OJK. .
1. [komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. 1 3 [CB|Cukup Baik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 | KB|Kurang Baik
2. |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang BPR menunjuk Akuntan Publik sesua ketentuan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan 1 POJK dan diputuskan melalui RUPS. 5 | TB|Tidak Baik
Dewan Komisaris.
3. |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR selalu melaporkan hasil audit KAP ke OJK
1 dan dilampirkan pula dalam Laporan Tahunan
BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4 |Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan Hasil audit dan manajemen letter disampaikan
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. 1 ke BPR oleh KAP ditunjuk tepat waktu.
5 |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam T Cakupan hasil audit intern telah sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

ketentuan OJK.

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan
penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai O




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF

BPR MODAL INTI > SOM: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < SOM: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
VIII. |Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Wajib diisi oleh BPR) 1 |SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membenuk Komite Manajemen Risiko
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (yang
digabungkan dengan Satuan Kerja Kepatuhan)
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan sejak bulan Maret 2017.
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
1. |BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 1 3 |cB|cukup Baik
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan
fungsi Manajemen Risiko.
BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit BPR telah menyusun Standard Operating
5. |Risiko. 1 Procedure (SOP) Penerapan Manajemen Risiko 4 |KB|Kurang Baik
pada bulan Desember 2017.
BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat BPR telah menyusun Standard Operating
3. |pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 1 Procedure (SOP) Penerapan Manajemen Risiko 5 | TB|Tidak Baik
pada bulan Desember 2017.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi: BPR telah menyusun Standard Operating
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Procedure (SOP) Penerapan Manajemen Risiko
4. |b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 1 pada bulan Desember 2017.
Dewan Komisaris: Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, terhadap kebijakan dan pelaksanaan terkait
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Manajemen Risiko, serta memutuskan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang permohonan Direksi yang berkaitan dengan
5. |memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 1 transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap BPR belum sepenuhnya melakukan identifikasi,
seluruh faktor Risiko yang bersifat material. pengukuran, pemantauan dan pengendalian
6. 3 terhadap seluruh faktor Risiko.




BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR telah menerapkan pengendalian intern
7. secara menyeluruh meskipun belum berjalan
maksimal.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas BPR telah menerapkan manajemen risiko
Jasa Keuangan. terhadap risiko kredit, operasional, dan
8. kepatuhan meskipun belum berjalan maksimal.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu BPR telah memiliki sistem informasi baik
menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. keuangan maupun non-keuangan yang dapat
9. diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
(website, aplikasi i-BSY).
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang Direksi mulai melakukan pengembangan budaya
organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi
10 mengenai manajemen risiko. serta mengirimkan SDM dalam pendidikan dan
pelatihan manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada BPR telah menyusun laporan profil risiko atas 3
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. (tiga) risiko yaitu risiko kredit, operasional dan
11 kepatuhan, dan telah dilaporkan kepada OJK.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Jika terdapat rencana produk dan aktivitas baru,
12 |Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR selalu melaporkan kepada OJK sesuai
ketentuan yang berlaku.
Catatan :

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam

POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan O untuk setiap kriteria/indikator




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan
IX. |Batas Maksimum Pemberian Kredit (Wajib diisi oleh BPR) 1 |SB|Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK Bank telah memiliki prosedur BMPK.
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut .
1. |monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman 1 3 [CB|Cukup Baik
kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 | KB[Kurang Baik
BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar Sesuai dengan ketentuan. . .
2. |disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 1 5 |TB|Tidak Baik
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah Pemberian kredit selalu mengacu kepada BMPK, dan
3. |memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- 1 memperhatikan prinsip kehati-hatian.
hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai
4. |melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa 1 ketentuan.
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
X . . . Terdapat pelampauan BMPK di tahun 2018.
5 |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor Penerapan
X. |[Rencana Bisnis BPR (Wajib diisi oleh BPR) 1 |SB[Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan .
1. |visi dan misi BPR. 1 disetujui Dewan Komisaris. 3 | CB|Cukup Baik
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana
2. [tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan 1 jangka panjang. 4 |KB|Kurang Baik
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat Rencana Bisnis BPR diserahkan kepada para
3. |permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi 1 Pemegang Saham untuk mendapatkan dukungan 5 |TB|Tidak Baik
informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. dalam pelaksanaannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: Rencar'la Bisnis disusun den.gar'f mempe{rtimpangkan
4 |2 faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; 1 faktor. mtemél’_ eksternal, prinsip kehati hatian dan
* |b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan manajemen risiko.
c. penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan menuangkan
5. 1 dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan
Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ) Rencana Bisnis BPR dan perubahannya disampaikan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

ke OJK sesuai ketentuan.




WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan Skor Penerapan

XI. [Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Wajib diisi oleh BPR) 1 |SB|[Sangat Baik
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 2 B [Baik
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi Sistem laporan keuangan telah didukung oleh SIM dan

1. |manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten 1 SDM yang kompeten. 3 |cB|cukup Baik
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 | KB|Kurang Baik
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan

2. [memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang 1 OJK. 5 |TB|Tidak Baik
saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK.

3 keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh 1

" |aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah

4. |nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa 1 berpedoman pada ketentuan OJK.
Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan

5. |dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 1 OJK.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan ditandatangani oleh Direksi, dan dilaporkan sesuai

6. |tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas 1 ketentuan OJK.
Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan Laporan pengaduan dan tindak lanjutnya disampaikan

7. |tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat 1 ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan.

waktu.




